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Akhirnya Saya berharap Buku III Executive Summary Smart City Kabupaten Tapin 
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Kota yang Maju, Profesional, Adaptif dan Inovatif. 
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1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Smart City telah menjadi tren di seluruh penjuru dunia sebagai konsep untuk 

pembangunan Daerah atau Kota, begitu juga bagi pembangunan Daerah atau Kota di Indonesia. 

Pemerintah Kabupaten Tapin bercita cita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta 

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui pendekatan Smart City. Kabupaten 

Tapin terdorong untuk melakukan akselerasi pembangunan dengan menggunakan konsep 

Smart City atau Kota Pintar. Dengan adanya pembangunan berbasis Smart City, maka 

terbukanya ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi 

Kabupaten Tapin dengan memanfaatkan berbagai teknologi sebagai alat bantu pengembangan 

Daerah.  

Pada saat yang sama, perubahan tren ini seharusnya tidak serta merta mengubah identitas 

Kabupaten Tapin yang telah lama terbentuk. Kabupaten Tapin dikenal juga dengan sebutan 

“Negeri Para Datu”, dikarenakan banyaknya makam makam keramat yang menjadi aset luar 

biasa bagi Kabupaten Tapin, bukan hanya sebagai objek wisata religius akan tetapi juga 

menjadi identitas yang melekat pada Kabupaten Tapin. Terdapat beberapa hal lagi selain itu 

yang bisa menjadi identitas. Misalnya legenda “Balahindang” tentang kisah heroik dua naga, 

akan memunculkan Kabupaten Tapin sebagai kota Pelangi (Balahindang). Kabupaten Tapin 

juga punya makanan khas dari pisang, yaitu Rimpi yang bisa menjadikan Tapin sebagai kota 

Rimpi. Kabupaten Tapin juga dikenal memiliki cabai yang khas karena sangat pedas, yaitu 

Cabai Rawit Hiyung yang jika diproduksi dengan baik bahan jadi dalam kemasan maka Tapin 

bisa berjulukan Kota Cabai. 

Secara geografis, Kabupaten Tapin terletak antara 20.32’.43” - 30.00’.43” Lintang 

Selatan dan antara 1140.46’.13”- 1150.30’33” Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, 

Kabupaten Tapin memiliki batas - batas:  

- Utara: Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  

- Selatan: Kabupaten Banjar.  

- Barat: Kabupaten Barito Kuala. 

- Timur: Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

Luas daerah Kabupaten Tapin adalah 2.174,95 km2, sekitar 5,8% dari luas Kalimantan 

Selatan.  Daerah dengan luas terbesar adalah Candi Laras Utara dengan luas 681,40 km2 atau 

sebesar 31,33% dari luas keseluruhan Kabupaten Tapin, sementara daerah dengan luas terkecil 

adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas 32,34 km2 atau sebesar 1,49% dari luas Kabupaten 

Tapin. 
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Wilayah Kabupaten Tapin terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu: 

1. Binuang 

2. Hatungun 

3. Tapin Selatan 

4. Salam Babaris 

5. Tapin Tengah 

6. Bungur 

7. Piani 

8. Lokpaikat 

9. Tapin Utara 

10. Bakarangan 

11. Candi Laras 

Selatan 

12. Candi Laras Utara 

Penduduk Kabupaten Tapin berdasarkan Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 

189.475. Dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2010, 

penduduk Tapin mengalami pertumbuhan sebesar 1,29%. Sementara itu rasio jenis kelamin 

penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan tahun 2020 sebesar 102. Kepadatan 

penduduk di Kabupaten Tapin tahun 2020 mencapai 88 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 12 

kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tapin 

Utara dengan kepadatan sebesar 779 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Candi Laras Utara 

sebesar 28 jiwa/km2. 

Pada proses pembangunan Smart City, Kabupaten Tapin melakukan berbagai persiapan 

menuju ke arah kota pintar. Dilakukan analisis kesiapan Smart City Kabupaten Tapin guna 

mendapatkan gambaran kapasitas dan kapabilitas Kota dalam menerapkan program-program 

pembangunan Smart City. Tiga komponen utama yang menjadi kajian yaitu kesiapan struktur, 

infrastruktur dan superstruktur. Analisis struktur kota dilakukan untuk mengetahui kondisi dari 

unsur utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan Kabupaten Tapin. Kesiapan 

infrastruktur di Kabupaten Tapin memberi gambaran dan ukuran kondisi sarana dan prasarana 

fisik yang menjadi titik tolak dalam pembangunan Smart City daerah. Suprastruktur merupakan 

langkah penyiapan kebijakan atau peraturan Kabupaten Tapin, kelembagaan dan tata laksana 

pelaksanaan pembangunan Smart City. 

Sistem pembangunan Smart City terdiri dari 6 (enam) dimensi, yaitu Smart Governance, 

Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment. 

Dimensi-dimensi tersebut merupakan pendekatan terhadap tata kelola yang menyasar langsung 

isu-isu strategis dalam tatanan pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Tapin, sehingga 

terwujud visi Smart City Kabupaten Tapin TAMPAN (Tapin Maju Profesional Adaptif dan 

Inovatif). 
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2. Visi Smart City Kabupaten Tapin 

Visi pengembangan Smart City di Kabupaten Tapin adalah: 

 

“TApin Maju, Profesional, Adaptif dan iNovatif” 

“TAMPAN” 

 

Visi Smart City Kabupaten Tapin dapat dijabarkan dalam 4 (empat) kata kunci penting 

yaitu “Maju”, “Profesional”, “Adaptif” dan “iNovatif” yang maknanya dapat dijabarkan arti 

dari kata-kata tersebut. 

Tabel 2.1 Penjabaran visi Smart City Kabupaten Tapin 

Maju : Memiliki pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk 

mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih 

baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing 

serta berakhlak mulia. 

Profesional : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan 

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan 

dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan 

pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. 

Adaptif : Menciptakan masyarakat yang peka dan siap terhadap tantangan zaman 

dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal sebagai ciri khas dan 

identitas masyarakat Tapin yang berakhlak dan agamis. 

iNovatif : Membangun masyarakat yang tak kenal lelah belajar berbagai ilmu yang 

mendorong peningkatan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi dengan cerdas, sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup 

yang mengarah pada kesejahteraan, keharmonisan, keselarasan dan 

keseimbangan. 
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2.1.  Misi Smart City Kabupaten Tapin  

Agar pencapaian visi Smart City Kabupaten Tapin tersebut dapat diwujudkan, maka di 

susunlah 6 (enam) misi yang dapat mendukung pelaksanaannya yaitu: 

Tabel 2.2 Misi Smart City Kabupaten Tapin 

Misi Smart City Kabupaten Tapin Dimensi 

Misi 1 : Meningkatkan pelayanan publik dan birokrasi yang inovatif, 

responsif, akuntabel dan berkelanjutan. 

Smart 

Governance 

Misi 2 : Meningkatkan layanan pendidikan, keamanan dan 

kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat. 

Smart 

Branding 

Misi 3 : Meningkatkan mutu sarana dan prasarana dalam bidang 

kesehatan, transportasi, olahraga serta perumahan dan 

permukiman yang nyaman. 

Smart 

Economy 

Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan SDA dan 

lingkungan secara berkelanjutan. 

Smart Living 

Misi 5 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat dengan didukung perilaku yang adaptif. 

Smart Society 

Misi 6 : Meningkatan daya saing daerah melalui pariwisata dan 

ekonomi kreatif, budaya daerah, tampilan wajah kota dan 

agroindustri. 

Smart 

Environment 

 

3. Strategi Pembangunan Smart City 

3.1. Smart Governance 

1. Pelayanan Publik 

- Mengembangkan sistem perizinan yang terintegrasi dan interoperable. 

- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, sarana dan prasarana serta 

pengembangan sistem perizinan online. 

- Memberikan kemudahan dan peningkatan layanan melalui pembentukan Mal 

Pelayanan Publik. 

- Meningkatkan kerjasama dan integrasi database penduduk terpadu antara sesama 

instansi pelayanan publik lain berbasis GIS. 

- Menambahkan media informasi mengenai administrasi kependudukan yang 

mudah di akses masyarakat. 
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- Menambahkan petugas registrasi/UPT/KIOS Dukcapil yang sampai di tingkat RT 

untuk melayani pengurusan dokumen kependudukan. 

- Meningkatkan kemudahan pelayanan dokumen kependudukan dengan integrasi 

layanan online, digital signature dan survey kepuasan publik. 

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan. 

- Meningkatkan cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan. 

- Meningkatkan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat. 

- Meningkatkan kesadaran masyarakat serta penambahan petugas register desa. 

- Mewujudkan seluruh Tapin bebas Blank Spot di Tahun 2023. 

- Memenuhi area publik Tapin Internetnya tanpa terputus. 

- Memantau tindak lanjut pengaduan masyarakat. 

- Menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat. 

- Meningkatkan kualitas Infrastruktur TIK dan kemampuan SDM. 

- Menerapkan e-government. 

- Menyediakan pusat data pemerintah. 

- Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat. 

- Meningkatkan kapabilitas APIP terhadap pengawasan aplikasi layanan publik. 

- Memfasilitasi penyusunan naskah akademik untuk rancangan Peraturan Daerah 

inisiatif DPRD dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk 

pembuatan naskah akademik serta draft rancangan Peraturan Daerah. 

- Mengembangkan aplikasi SIPAS. 

- membuat dan mengembangkan website JDIH dan website DPRD. 

- Membuat dan mengembangkan aplikasi e-rapat DPRD berbasis android. 

- Mengadakan pelatihan tentang tata cara penggunaan aplikasi secara maksimal. 

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 

- Memenuhi kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana perkantoran. 

- Meningkatkan kualitas pelaporan, kinerja dan keuangan. 

- Meningkatkan penyediaan dan pemutakhiran data hasil kelitbangan. 

- Membangun komunikasi yang aktif antara pimpinan dan masyarakat melalui 

berbagai informasi publik melalui website. 

- Meningkatkan pelayanan informasi publik yang lebih maksimal melalui media 

cetak dan elektronik. 

- Mendorong pelayanan terpadu berbasis NIK. 
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- Mendorong pengembangan aplikasi pengumpulan survey kepuasan masyarakat 

secara realtime sebagai bahan pengambilan kebijakan dan monitoring evaluasi. 

- Melakukan internalisasi core values ASN BerAKHLAK. 

- Membuat dan menetapkan SOP dalam pelayanan publik. 

- Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik. 

- Meningkatkan kualitas ASN dalam pelayanan publik. 

 

2. Birokrasi Pemerintah 

- Membuat kebijakan/peraturan Daerah tentang kemudahan dalam investasi dan 

perizinan. 

- Menetapkan rencana umum pengembangan investasi daerah serta bisa diakses 

secara online. 

- Memberikan kemudahan dan penyederhanaan prosedur pelayanan serta bisa 

diakses secara online. 

- Melaksanakan publik hearing/jaring asmara. 

- Mengembangkan manajemen sistem informasi perencanaan pembangunan 

Daerah. 

- Mendorong peningkatan integrasi dan sinkronisasi dalam proses penyusunan 

dokumen perencanaan pembangunan daerah. 

- Mendorong penerapan teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi 

pembangunan daerah. 

- Melakukan pemetaan batas Kabupaten dan batas Kelurahan, penyusunan laporan 

LKPJ, LPPD dan SPM. 

- Mendorong pengintegrasian seluruh aplikasi penyelenggaraan pemerintahan. 

- Mendorong pengembangan sistem administrasi yang transaksional. 

- Meningkatkan pemahaman SAKIP bagi aparatur pemerintah. 

- Menata ulang kelembagaan dengan penyederhanaan birokrasi. 

- Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, mencakup SDM, proses kerja 

(SOP), infrastruktur, serta penggunaan TI. 

- Melaksanakan pembinaan terhadap aparatur Desa. 

- Meningkatkan kualitas dan pengembangan instrumen yang lebih baik untuk 

memandu kebutuhan, perumusan stakeholder dan meningkatkan realisasi usulan. 
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3. Kebijakan Publik 

- Membentuk Mal Pelayanan Publik. 

- Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara perizinan dan pelaku usaha melalui 

bimtek dan pelatihan. 

- Meningkatkan jumlah investasi melalui promosi dan koordinasi dengan 

stakeholder dan pihak terkait. 

- Menghimpun aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara langsung, 

melalui website DPRD dan melalui kegiatan reses. 

- Menyelaraskan dan melakukan rekapitulasi pokok pikiran DPRD dengan RPJMD 

Pemerintah Kabupaten. 

- Melakukan penerbitan regulasi berbasis TIK. 

- Meningkatkan penyediaan dan pemutakhiran data hasil kelitbangan. 

- Pelaksanaan survey terhadap pengguna dokumen perencanaan pembangunan 

daerah. 

- Mempublikasikan informasi dan kegiatan pemerintahan yang akan ditayangkan. 

- Melakukan kerjasama pemberitaan dan publikasi dengan pihak ke 3 (Tiga). 

- Melakukan kerjasama percetakan baliho dengan pihak ke 3 (Tiga). 

 

3.2. Smart Branding 

1. Pariwisata 

- Membuat akun media sosial, aplikasi promosi pariwisata dan pemasangan iklan 

online. 

- Membentuk tim kreatif promosi pariwisata. 

- Membuat konten video dan gambar. 

- Melaksanakan bimtek peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan 

kemitraan pariwisata. 

- Membuat dokumen kajian ekonomi kreatif. 

- Membuat aplikasi pemesanan online Plaza Kuliner dan usaha ekonomi kreatif. 

- Membuat aplikasi pemesanan tiket online untuk daya tarik wisata unggulan. 

- Mendata dan menyusun data objek pemajuan kebudayaan daerah. 

- Digitalisasi data objek pemajuan kebudayaan. 

- Membuat aplikasi pemesanan tiket online fasilitas dan event budaya. 

- Menyusun buku sejarah, tokoh dan Kota/tempat. 

- Membuat gedung kesenian. 
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- Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan infrastruktur 

penunjang melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

- Membuat dan melaksanakan program pemasaran pariwisata. 

- Melaksanakan program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan 

perlindungan hak kekayaan intelektual. 

- Melaksanakan program pengembangan kebudayaan. 

 

2. Kemudahan Pelaksanaan Bisnis 

- Memfasilitasi pelaku industri dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

melalui pelatihan. 

- Menyediakan sarana dan prasarana untuk pemasaran hasil usaha industri kecil 

menengah di sekitar kawasan wisata. 

- Memasarkan brand lokal pada event lokal, nasional dan internasional. 

- Memfasilitasi pelaku usaha di daerah dengan unicorn besar di Indonesia dalam 

rangka digitalisasi pemasaran produk-produk industri daerah. 

- Meningkatkan wajib penggunaan produk lokal di hari tertentu yang dikuatkan 

dengan Peraturan Bupati. 

- Membuat kebijakan dan pemetaan One Product One Village. 

- Menggunakan teknologi mesin untuk pengolahan bahan baku agroindustri. 

- Memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi seluruh 

Industri Kecil Menengah (IKM). 

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang produktif, melek teknologi dan 

berdaya saing. 

- Menggunakan e-Wallet dalam transaksi keuangan unit simpan pinjam koperasi. 

- Membentuk pusat bisnis daerah 

- Membuat e-Marketplace. 

- Membentuk klinik bisnis di setiap Kecamatan 

- Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif Desa (BUMDES) melalui peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan. 

- Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG). 

- Membantu mengembangkan pelaku usaha UMKM dengan difasilitasi melalui 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan. 

- Peningkatan penetrasi brand produk lokal unggulan. 
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- Mengembangkan kawasan wisata kuliner yang nyaman dan aman bagi 

masyarakat. 

- Meningkatkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri dan data 

kawasan industri. 

- Meningkatkan daya saing koperasi. 

- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kompetensi 

SDM koperasi. 

- Meningkatkan pengawasan terhadap koperasi. 

- Membangun dan mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat menuju 

era digital. 

 

3. Wajah Kota 

- Mewujudkan Kota Tapin yang aman dan nyaman dengan ketersediaan informasi 

di ruang publik. 

- Menyediakan ketersediaan layanan ruang terbuka publik yang berbasis TIK 

dengan menyediakan jaringan internet/wifi. 

- Membuat plang informasi suhu dan kualitas udara di semua fasilitas umum. 

- Membuat aplikasi Tour Guide khusus pemancing untuk menentukan lokasi 

pemancingan. 

- Mengembangkan sistem Area Traffic Control System (ATCS) yang terkoneksi ke 

pusat kendali (Control Room). 

- Menggalakkan kegiatan penghijauan. 

- Membangun landmark khas Tapin. 

- Membangun penanda lokasi penting. 

 

3.3. Smart Economy 

1. Industri Berdaya Saing 

- Meningkatkan produksi dan produk olahan Cabai Hiyung untuk meningkatkan 

nilai tambah dan daya saing Daerah. 

- Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan tangkap serta pengolahan 

berbahan dasar ikan. 

- Meningkatkan pengawasan terhadap illegal fishing. 
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- Memperbanyak pelatihan, bimtek dan penyuluhan serta pemberdayaan kepada 

para masyarakat mengenai produk yang sedang viral dan berkembang di 

masyarakat dan mampu berdaya saing sesuai potensi yang dimiliki oleh Desa. 

 

2. Kesejahteraan Masyarakat 

- Meningkatkan ketersediaan pangan utama dengan mutu dan jumlah yang cukup. 

- Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat. 

- Melakukan penanganan kerawanan pangan daerah. 

- Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah. 

- Mengelola keseimbangan cadangan pangan Daerah. 

- Menyediakan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan 

kebutuhan. 

- Melakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan 

pokok dan pangan lainnya untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.  

- Melakukan kegiatan penyediaan dan pemantauan informasi stok, harga pangan 

dan neraca bahan makanan. 

- Menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai 

kewenangan Daerah. 

- Menyediakan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar.  

- Menyediakan pangan berbasis sumberdaya lokal. 

- Menyusun dan menetapkan target konsumsi pangan per kapita per tahun. 

- Memberdayakan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan 

berbasis sumberdaya lokal. 

- Merencanakan dan melakukan hilirisasi Seluruh potensi produk unggulan 

pertanian dengan memberikan peningkatan nilai produk dan pasar dengan 

memanfaatkan potensi dan kearifan lokal serta sistem informasi yang bermuara 

pada pembangunan kawasan agribisnis berbasis korporasi petani. 

- Mengembangkan pelayanan bursa kerja online. 

- Membuat rumah layanan kerja untuk menghubungkan pencari kerja dengan pihak 

penerima kerja. 

- Mengembangkan soft skill pencari kerja menjadi wirausaha (pelatihan konten 

kreator, barista dan fotografi). 
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- Melakukan koordinasi secara berkala dengan stakeholder terkait untuk menjamin 

keterjangkauan harga barang, stabilitas pasokan barang, kelancaran distribusi dan 

jasa. 

- Melakukan koordinasi secara berkala dengan stakeholder terkait untuk 

memperbaiki kualitas data terkait pengendalian inflasi. 

 

3. Transaksi Keuangan 

- Meningkatkan perlindungan konsumen. 

- Melakukan pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan 

upaya peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan dan peternakan) secara optimal dan berkelanjutan dengan dukungan 

smart farming.  

- Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah. 

- Melakukan optimalisasi koordinasi dengan semua unsur terkait dalam menunjang 

proses penganggaran yang tepat waktu. 

- Memaksimalkan pendapatan wajib pajak dan retribusi Daerah. 

- Meningkatkan sistem pelaporan pajak dan retribusi Daerah. 

 

3.4. Smart Living 

1. Normalisasi Tata Ruang 

- Melaksanakan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai dan 

layak. 

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis dan 

cepat tumbuh. 

- Mewujudkan lingkungan tempat tinggal layak, nyaman, dan efisien bagi 

masyarakat serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. 

 

2. Sarana Prasarana Kesehatan 

- Membentuk Tim SPGDT untuk penanggulangan kegawatdaruratan melalui 

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. 

- Membuat sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. 

- Melaksanakan sosialisasi SPGDT/Ambulance PSC 119 

- Membuat sistem informasi/digitalisasi pelayanan rumah sakit dari pendaftaran 

sampai monitoring pasien. 
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- Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas layanan pengadaan barang/jasa 

di bidang kesehatan. 

- Melaksanakan sosialisasi SDM Rumah Sakit dan masyarakat untuk 

menggunakan SIMRS (E-RM, E-Dokter, E-Resep, E-Pasien). 

- Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan bersih, serta 

mengupayakan kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih bagi masyarakat. 

 

3. Sarana Prasarana Transportasi 

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana fasilitas perhubungan. 

- Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan dengan kualitas on time 

performance (baik untuk pengamanan maupun pengawasan angkutan jalan) 

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang keselamatan dan 

keamanan. 

- Mengoptimalkan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. 

- Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas layanan pengadaan barang/jasa 

di bidang transportasi. 

- Mengembangkan infrastruktur sarana penghubung dan akses jalan. 

 

3.5. Smart Society 

1. Interaksi Masyarakat yang Efisien 

- Meningkatkan akses pelayanan pendidikan. 

- Meningkatkan program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). 

- Meningkatkan kualitas dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

(PPKS). 

- Melakukan pendataan dan membuat sistem informasi layanan PPKS. 

- Mengelola dan mengembangkan aplikasi sebagai media informasi ke masyarakat 

dan media pengaduan dari masyarakat. 

- Memberikan pelatihan untuk menambah wawasan, meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan, serta sikap dan perilaku para SDM PSKS. 

- Meningkatkan lembaga kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam 

membangun Desa. 

- Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan Desa. 

- Meningkatkan Badan Usaha Milik Desa yang menghasilkan. 
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- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kader Posyandu Desa dan PKK Desa. 

- Melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan terkait sistem informasi administrasi 

Pemerintahan Desa. 

- Melakukan sosialisasi produk hukum Desa. 

- Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes. 

- Melaksanakan pendampingan perencanaan pembangunan Desa. 

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Kependudukan Keluarga 

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). 

- Meningkatkan kepesertaan KB dan mengendalikan angka kelahiran. 

- Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bersama 

stakeholder. 

- Melaksanakan gerakan pencegahan perkawinan anak dalam rangka penurunan 

stunting. 

- Meningkatkan peran aktif gugus tugas Kabupaten/KLA yang aktif dalam 

pencapaian indikator KLA. 

- Memaksimalkan peran pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) di setiap Kelurahan 

dan Desa 

- Menyediakan akses internet di setiap Kelurahan atau Desa. 

 

2. Ekosistem Belajar 

- Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusan. 

- Mengembangkan program yang mengarah kepada pengembangan metodologi e-

learning bagi anak usia dini, SD, SMP. 

- Meningkatkan kesadaran pemanfaatan internet secara positif dan produktif. 

- Mengkampanyekan cara bersosial media secara cerdas, sehat, anti diskriminasi 

dan bertanggung jawab. 

- Melaksanakan penguatan sosialisasi qanun dan penyuluhan agama Islam 

menggunakan pendekatan TIK. 

- Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi metode jangka panjang (MKJP). 

- Melaksanakan kegiatan optimalisasi PUG melalui PPRG. 

- Melaksanakan pelatihan usaha rumahan perempuan. 

- Melaksanakan pelatihan industri rumahan perempuan dan pelatihan KKG di 

bidang politik dan dunia usaha. 

- Meningkatkan peran aktif forum anak daerah dalam pembangunan. 



 

14 
 

- Meningkatkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non 

pemerintah dan dunia usaha. 

- Meningkatkan pendidikan dengan berbasis program sekolah, masjid ramah anak 

dan kota layak anak. 

- Meningkatkan pelayanan dan pembudayaan kegemaran membaca. 

- Merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan 

kesejahteraan rakyat. 

- Menambah sarana prasarana pendidikan dan memaksimalkan keberadaan 

lembaga pendidikan di setiap Kelurahan atau Desa. 

- Memberikan edukasi pernikahan dini. 

- Mendorong lulusan SMA sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

perguruan tinggi. 

- Mendorong penggunaan KB untuk menekan angka kelahiran. 

- Mendorong kerjasama antar dunia pendidikan dan Industri Dunia Kerja 

(IDUKA). 

 

3. Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat 

- Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam dan sosial. 

- Mengelola dan mengembangkan aplikasi sebagai media pelaporan dan 

pemberitahuan tanggap darurat bencana baik alam ataupun sosial. 

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kampung KB dalam rangka 

mewujudkan keluarga kecil berkualitas. 

- Meningkatkan upaya pencegahan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

- Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan kekerasan pada anak. 

- Meningkatkan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

- Meningkatkan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan dan pelayanan 

kesehatan dasar. 

- Mengembangkan sistem kearsipan yang terintegrasi (Aplikasi Srikandi). 

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman, dan 

kenyamanan. 

- Meningkatkan kualitas pengorganisasian Satlinmas. 

- Menyediakan sistem call center dan sistem fast respon. 
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3.6. Smart Environment 

1. Proteksi Lingkungan 

- Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan serta tanggap terhadap bencana. 

- Membentuk Desa tangguh bencana. 

- Membentuk Posko dan relawan sosial. 

- Mengembangkan proses rekomendasi lingkungan berbasis internet. 

- Melakukan penertiban laporan dokumen lingkungan dari pelaku usaha. 

- Membangun dan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau. 

- Mengembangkan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). 

- Mengembangkan ekowisata Bekantan. 

- Memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi pupuk. 

- memanfaatkan limbah organik untuk pengembangan budidaya maggot. 

- Meningkatkan layanan laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. 

- Memanfaatkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan (udara, air dan tanah) yang 

dapat diketahui masyarakat. 

- Meningkatkan peran sekolah dalam mendukung lingkungan hidup. 

- Meningkatkan pengendalian pengelolaan lingkungan melalui Pos pengaduan 

masyarakat. 

- Meningkatkan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana. 

- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi 

kebencanaan. 

- Membangun sistem pelayanan laporan pelanggaran peraturan daerah, situasi 

darurat, bencana alam, serta kebakaran. 

 

2. Pengelolaan Sampah dan Limbah 

- Meningkatkan penerapan prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan. 

- Mendorong masyarakat/pelaku usaha untuk melakukan pemilahan sampah rumah 

tangga yang memiliki nilai. 

- Meningkatkan capaian pengurangan sampah 30% hingga tahun 2027. 

- Meningkatkan cakupan pelayanan sampah 100%. 

- Meningkatkan layanan pengaduan 100% yang ditindaklanjuti. 

- Melaksanakan program pengembangan kinerja pengelolaan dan monitoring 

persampahan. 
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- Mengembangkan pengelolaan persampahan rumah tangga, industri dan publik 

yang terpadu berbasis teknologi. 

- Mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan 

masyarakat. 

- Meningkatkan persentase sampah yang ditangani, jumlah bank sampah yang 

terdaftar. 

- Meningkatkan layanan jemputan sampah organik. 

- Memanfaatkan gas Metan di Tempat Pembuangan Akhir. 

- Membuat dan mengembangkan sistem informasi Bank Sampah. 

- Melaksanakan monitoring mobilisasi pengangkutan sampah dengan GPS. 

- Meningkatkan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLT 3). 

- Meningkatkan penanganan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 

 

3. Tata Kelola Energi 

- Memanfaatkan limbah kotoran hewan dan limbah pertanian menjadi biogas.  

- Memanfaatkan limbah plastik menjadi bahan bakar. 

- Membentuk badan layanan umum Daerah yang menangani persampahan serta 

melibatkan badan usaha untuk menangani sarana prasarana persampahan melalui 

skema KPBU. 

- Melaksanakan kegiatan, penelitian dan pengembangan energi terbarukan. 

- Mengembangkan infrastruktur energi alternatif ramah lingkungan. 

- Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan 

RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

- Meningkatkan optimalisasi pengelolaan sumber energi berkelanjutan. 

- Mewujudkan pengelolaan air tanah dan pertambangan yang berwawasan 

lingkungan dan berkelanjutan. 

- Memenuhi kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat. 

- Meningkatkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang berkelanjutan 

dalam bauran energi. 

- Melaksanakan pendataan konsumsi listrik per kapita. 

- Meningkatkan pencapaian rasio ketersediaan daya listrik. 

- Meningkatkan aksesibilitas energi. 

- Meningkatkan efisiensi penggunaan energi. 
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- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian energi, geologi, air tanah dan 

pertambangan. 

- Melaksanakan program penyelenggaraan energi dan ketenagalistrikan. 

- Meningkatkan persentase rumah tangga berakses listrik. 

- Meningkatkan pengawasan bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri 

yang telah diaudit energi. 

- Meningkatkan penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan. 
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4. Peta Jalan Smart City Kabupaten Tapin 

Peta Jalan Implementasi program pembangunan Smart City merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tapin 

dalam mewujudkan Master plan Smart City menjadi pelaksanaan pembangunan. Peta jalan pembangunan Smart City terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, 

yaitu: 

4.1. Pembangunan Jangka Pendek, Perencanaan pembangunan Smart City dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. 

a. Smart Governance 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Pelayanan Publik Program pelayanan penanaman modal/kegiatan pelayanan terpadu perizinan dan 

non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara 

elektronik 

200.000.000 APBD DPMPTSP  

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah/pengadaan barang milik Daerah 

penunjang MPP. 
100.000.000 APBD DPMPTSP  

Program penataan administrasi kependudukan. 333.977.500 APBD/DAK 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

Program pelayanan pencatatan sipil. 494.000.000 APBD/DAK 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 168.114.000 APBD/DAK 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. 21.800.000 APBD/DAK 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

Pengembangan konektivitas antar wilayah sampai ke Daerah pedalaman/terpencil. 200.000.000 APBD 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi dan informatika. 200.000.000 APBD 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan secara elektronik (e - 

government). 
150.000.000 APBD 

Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

Pengembangan pusat data terpadu. 350.000.000 APBD 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

Monitoring opini dan aspirasi publik. 50.000.000 APBD 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

Pengembangan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. 100.000.000 APBD 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

Pengembangan dan pengelolaan data statistik. 75.000.000 APBD 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

Pengembangan pelayanan kesekretariatan. 69.457.000 APBD Sekretariat DPRD 

Pengembangan pelayanan kepada publik yang terintegrasi tentang produk hukum. 20.000.000 APBD Sekretariat DPRD 

Pengembangan pelayanan kepada publik tentang informasi kegiatan DPRD. 20.000.000 APBD Sekretariat DPRD 

Peningkatan pelayanan kepada kinerja anggota DPRD optimalisasi kerja dan atau 

pelayanan publik. 
20.000.000 APBD Sekretariat DPRD 

Penyempurnaan aplikasi "SIMPEG" (Sapa-Tapin) sebagai penyaji data dan 

informasi kepegawaian. 
7.200.000 APBD BKPSDM 

Pembuatan aplikasi "Padaringan-Pegawai" (pelayanan dalam jaringan kepegawaian) 

untuk perbaikan kualitas pelayanan kepegawaian pada tahun 2022. 
25.000.000 APBD BKPSDM 

Program penunjang urusan pemerintahan daerah (administrasi umum perangkat 

daerah dan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah.   
51.200.000 APBD Bappelitbang 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 72.000.000 APBD Bappelitbang 

Program penelitian dan pengembangan. 124.645.000 APBD Sekretariat Daerah 

Program pelayanan publik dan tata laksana. 11.000.000 APBD Kecamatan Tapin Utara 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 

perangkat daerah yang ada di Kecamatan. 
12.000.000 APBD Kecamatan Tapin Utara 

Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. 8.300.000 APBD Kecamatan Tapin Utara 

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik/penyelenggaraan 

urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah 

yang ada di Kecamatan. 
9.100.000 APBD Kecamatan Tapin Utara 

Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. 10.400.000 APBD Kecamatan Tapin Utara 

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 14.000.000 APBD Kecamatan Tapin Selatan 

Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa dan Kelurahan. 15.000.000 APBD Kecamatan Tapin Selatan 

Birokrasi Pemerintah Program pengembangan iklim penanaman modal (Kegiatan pembuatan peta 

potensi investasi Kabupaten). 
25.000.000 APBD DPMPTSP  

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (kegiatan 

pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada 

tingkat Daerah. 

23.000.000 APBD DPMPTSP  

Program penyelenggaraan pengawasan. 44.840.000 APBD Inspektorat 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Kegiatan pengawasan internal. 44.840.000 APBD Inspektorat 

Pengawasan kinerja pemerintah Daerah 44.840.000 APBD Inspektorat 

Pengawasan, legislasi, dan budgeter. 535.348.000 APBD Sekretariat DPRD 

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. 235.700.000 APBD Sekretariat DPRD 

Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor, serta sumber daya 

aparatur baik aspek intelektual, administrasi, dan manajemen melalui kegiatan 

pelatihan-pelatihan, bimtek dan studi banding. 
175.500.000 APBD Sekretariat DPRD 

Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait baik interen maupun 

eksteren. 
110.000.000 APBD Sekretariat DPRD 

Penyusunan perencanaan dan pendanaan. 51.400.000 APBD Bappelitbang 

Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah. 52.500.000 APBD Bappelitbang 

Peningkatan kinerja (SAKIP) dan reformasi birokrasi. 548.379.000 APBD Sekretariat Daerah 

Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan. 208.098.600 APBD Sekretariat Daerah 

Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa. 30.480.000 APBD Kecamatan Tapin Utara 

Kebijakan Publik Program pelayanan penanaman modal. 420.000.000 APBD DPMPTSP  
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Program promosi penanaman modal. 50.000.000 APBD DPMPTSP  

Program peningkatan kepuasan terhadap pelayanan kepada pimpinan dan anggota 

DPRD. 
15.000.000 ABPD Sekretariat DPRD 

Program peningkatan terhadap aspirasi masyarakat yang dapat terakomodir. 20.000.000 ABPD Sekretariat DPRD 

Program penyelarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD Pemerintah 

Kabupaten. 
722.920.000 ABPD Sekretariat DPRD 

Program penelitian dan pengembangan.  384.000.000 APBD Bappelitbang 

Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah. 57.000.000 APBD Bappelitbang 

 

b. Smart Branding 

Sub Dimensi Program (kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Pariwisata Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kawasan 

wisata Daerah. 
47.500.000 APBD Kecamatan Bakarangan 

Pembuatan media sosial. 10.000.000 PAD 
Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Pembuatan aplikasi promosi pariwisata berbasis website. 10.000.000 PAD 
Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Pembentukan tim kreatif promosi pariwisata. 125.000.000 PAD 
Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 
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Sub Dimensi Program (kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Pembuatan konten video untuk disebarluaskan melalui media digital. 50.000.000 PAD 
Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Pembuatan konten gambar untuk disebarluaskan melalui media digital. 100.000.000 PAD 
Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Program updating website instansi dinas. 35.000.000 PAD 
Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Pembuatan dokumen kajian ekonomi kreatif. 70.000.000 PAD 
Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Pembuatan aplikasi pemesanan online Plaza Kuliner. 40.000.000 PAD 
Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Pembuatan aplikasi pemesanan tiket online untuk dtw unggulan, objek cagar 

budaya dan event. 
40.000.000 PAD 

Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Pendataan dan penyajian data objek pemajuan kebudayaan Daerah. 48.000.000 PAD 
Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Kemudahan Pelaksanaan 

Bisnis 
Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. 14.000.000 APBD Kecamatan Bakarangan 

Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. 9.000.000 APBD Kecamatan Bakarangan 

Program kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan peningkatan ekonomi 

masyarakat di Kecamatan Bakarangan. 
11.000.000 APBD Kecamatan Tapin Tengah 

Pembinaan dan pendampingan IKM mebel ke Pulau Jawa. 17.000.000 APBD Dinas Perindustrian 

Pembinaan dan pendampingan IKM produk anyaman ke Pulau Jawa. 20.000.000 APBD Dinas Perindustrian 

Sewa hosting website Sipikat. 10.000.000 APBD Dinas Perindustrian 
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Sub Dimensi Program (kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Melakukan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi teknis dan manajemen industri. 44.000.000 APBD Dinas Perindustrian 

Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur 

yang memadai. 

29.500.000 APBD Dinas Perindustrian 

Kerjasama dengan unicorn besar dalam pemasaran hasil produk industri daerah. 25.600.000 APBD Dinas Perindustrian 

Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank. 15.500.000 APBD Dinas Perindustrian 

Melakukan studi kajian peluang investasi industri. 30.200.000 APBD Dinas Perindustrian 

Pembangunan dan pemasaran produk dan jasa industri kreatif daerah di 

Bendungan Tapin dan lokasi rest area. 
100.000.000 APBD Dinas Perindustrian 

Inventarisasi data IKM. 31.200.000 APBD Dinas Perindustrian 

Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan peruntukan industri. 200.000.000 APBD Dinas Perindustrian 

Program penggunaan produk lokal. 25.000.000 APBD Dinas Perindustrian 

Pelatihan kemasan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga). 32.500.000 APBD Dinas Perindustrian 

Wajah Kota 
Pembangunan jalan pedestrian untuk menunjang pariwisata Rantau Baru. 5.000.000.000 APBD 

Dinas Penataan Umum dan 

Penataan Ruang 

Pembangunan lintasan khusus jalur sepeda di wilayah kota Rantau. 5.000.000.000 APBD 
Dinas Penataan Umum dan 

Penataan Ruang 

Pembangunan bundaran Tugu Adipura. 2.000.000.000 APBD Dinas Penataan Umum dan 
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Sub Dimensi Program (kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Penataan Ruang 

Pembuatan aplikasi Virtual Tour. 200.000.000 APBD 
Dinas Penataan Umum dan 

Penataan Ruang 

Program ketersediaan sistem informasi ruang publik. 360.000.000 APBD 
Dinas Pekerjaan Umum & 

Penataan Ruang 

Program pembuatan alat informasi suhu dan kualitas udara di ruang publik. 500.000.000 APBD 
Dinas Pekerjaan Umum & 

Penataan Ruang 

Program pembuatan aplikasi Tour Guide lokasi pemancingan berbasis GIS. 270.000.000 APBD 
Dinas Pekerjaan Umum & 

Penataan Ruang 

Program pengembangan Area Traffic Control System (ATCS) 1.000.000.000 APBD 
Dinas Pekerjaan Umum & 

Penataan Ruang 

Program penghijauan kota. 110.000.000 APBD 
Dinas Pekerjaan Umum & 

Penataan Ruang 

Program landmark khas Tapin. 200.000.000 APBD 
Dinas Pekerjaan Umum & 

Penataan Ruang 

 

c. Smart Economy 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Industri Berdaya Saing Program peningkatan produksi dan produk olahan Cabai Hiyung. 45.000.000 PAD Dinas Perikanan 

Pengelolaan pembudidayaan ikan. 500.000.000 PAD Dinas Perikanan 

Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) 50.000.000 PAD Dinas Perikanan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Daerah. 

Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. 100.000.000 PAD Dinas Perikanan 

Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan 

genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah. 
200.000.000 APBD 

Dinas Pertanian 

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. 200.000.000 

PT. Bastari Maju 

Tapin 

(Perseroda) 

Sekretariat Daerah 

Pengembangan layanan air minum secara digital. 32.000.000 APBD Sekretariat Daerah 

Program penunjang kegiatan fasilitasi kunjungan tamu. 19.759.000 APBD Kecamatan Lokpaikat 

Menambah unit Bumdes setiap Desa dan UMKM lainnya. 15.600.000 APBD 
Kecamatan Candi Laras 

Selatan 

Kesejahteraan Masyarakat Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota. 21.500.100 APBD Dinas Ketahanan Pangan 

Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan. 53.600.100 APBD Dinas Ketahanan Pangan 

Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota. 1.004.384.000 APBD Dinas Ketahanan Pangan 

Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan 

kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga 

pangan. 

26.900.100 APBD 

Dinas Ketahanan Pangan 

Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai 

kewenangan daerah Kabupaten/Kota. 
2.000.000.000 APBD 

Dinas Ketahanan Pangan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal 

tumbuhan daerah Kabupaten Tapin. 
207.360.000 APBD 

Dinas Ketahanan Pangan 

Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal. 264.000.000 APBD Dinas Ketahanan Pangan 

Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai 

kewenangan daerah Kabupaten/Kota. 
86.400.000 APBD 

Dinas Ketahanan Pangan 

Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal 

tumbuhan daerah Kabupaten Tapin. 
240.000.000 APBD 

Dinas Ketahanan Pangan 

Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal. 200.000.000 APBD Dinas Pertanian 

Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun. 137.482.000 APBD Dinas Tenaga Kerja 

Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis 

sumber daya lokal. 
91.050.000 APBD 

Dinas Tenaga Kerja 

Program penyuluhan pertanian. 23.000.000 APBD Dinas Pertanian 

Program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja. 20.000.000 APBD Dinas Tenaga Kerja 

Bursa kerja online. 17.425.000 APBD Dinas Tenaga Kerja 

Pelatihan teknologi tepat guna. 500.000.000 APBD Sekretariat Daerah 

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja LLK tapin. 25.800.000 APBD Dinas Tenaga Kerja 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tenaga kerja. 47.000.000 APBD Dinas Tenaga Kerja 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Program grebek pasar.  15.000.000 APBD 
Kecamatan Candi Laras 

Selatan 

Program pelatihan untuk masyarakat dalam meningkatkan skill/keterampilan. 29.400.000 APBD Dinas Tenaga Kerja 

Transaksi Keuangan Pelayanan pemberian rekomendasi perizinan secara elektronik. 20.000.000 APBD Dinas Perdagangan 

Pemenuhan ekonomi digital dengan mendorong industri e-commerce dan 

marketplace. 
70.000.000 APBD 

Dinas Perdagangan 

Pembuatan aplikasi database pasar. 120.000.000 APBD Dinas Perdagangan 

Pengembangan pembayaran retribusi secara elektronik. 30.000.000 APBD Dinas Perdagangan 

Penyediaan sarana distribusi perdagangan yang modern. 200.000.000 APBD Dinas Perdagangan 

Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di 

tingkat pasar Kabupaten/Kota. 
17.000.000 APBD 

Dinas Perdagangan 

Pembuatan aplikasi informasi harga barang pokok dan penting. 50.000.000 APBD Dinas Perdagangan 

Pembuatan Sistem Informasi manajemen pelaporan tera dan tera ulang serta 

pengawasan metrologi legal. 
211.672.000 APBD 

Dinas Perdagangan 

Program pengelolaan keuangan Daerah. 25.000.000 APBD 
Badan Keuangan dan Aset 

Daerah 

Program pengelolaan barang milik Daerah. 23.000.000 APBD 
Badan Keuangan dan Aset 

Daerah 

Pengembangan aplikasi pendapatan Daerah. 200.000.000 APBD Badan Pendapatan Daerah 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Program pelayanan pajak dan retribusi Daerah. 223.000.000 APBD Badan Pendapatan Daerah 

Pengembangan Digital Banking BPR. 250.000.000 APBD Sekretariat Daerah 

Program pengembangan marketplace. 12.000.000 APBD Kecamatan Lokpaikat 

 

d. Smart Living 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Normalisasi Tata Ruang Program peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dukungan media sosial. 179.183.000 APBD Kecamatan Salam Babaris 

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan 

pelaku usaha di Kecamatan. 
13.095.000 APBD Kecamatan Salam Babaris 

Program fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat miskin dan lingkungan 

kumuh dalam penciptaan rumah layak huni. 
471.500.000 APBD 

Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan  

Penyederhanaan perizinan dalam pembangunan perumahan. 60.000.000 APBD 
Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan  

Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan 

masyarakat berupa bantuan stimulan rumah tidak layak huni. 
125.000.000 APBD 

Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan  

Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana perumahan dan 

permukiman. 
79.000.000 APBD 

Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan  

Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan 

permukiman. 
195.300.000 APBD 

Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan  

Sarana Prasarana Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan 1.328.540.000 APBD Dinas Pemuda dan Olahraga 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Kesehatan Public Safety Center (PSC) 119. 250.000.000 APBD, DAK Dinas Kesehatan 

Digitalisasi pelayanan. 350.000.000 BLUD RSUD Datu Sanggul 

Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas layanan pengadaan barang/jasa. 50.000.000 APBD Sekretariat Daerah 

Mengadakan vaksinasi massal di setiap Desa 9.500.000 APBD 
Kecamatan Candi Laras 

Utara 

Sarana Prasarana 

Transportasi 

Program penataan ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem pembayaran 

elektronik, pembangunan/pengadaan fasilitas penunjang pelabuhan dan dermaga, 

serta pengadaan angkutan khusus untuk pelajar/siswa. 

1.000.000.000 APBD Dinas Perhubungan 

Program pembangunan/pengadaan fasilitas Area Traffic Control System (ATCS) 

atau yang lebih dikenal dengan istilah atcs adalah suatu sistem pengendalian lalu 

lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan 

lampu lalu lintas di setiap persimpangan. 

1.000.000.000 APBD Dinas Perhubungan 

Program pembangunan/pengadaan fasilitas lampu lalu lintas cerdas 

(pembangunan/pengadaan fasilitas rambu-rambu, traffic/warning light zoss dan 

marka jalan dengan teknologi terbaru). 

200.000.000 APBD Dinas Perhubungan 

Program pembangunan/pengadaan untuk gedung pengujian kendaraan bermotor 

dengan fasilitas smartcard atau bukti lulus uji elektronik (blue). 
2.000.000.000 APBD Dinas Perhubungan 
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e. Smart Society 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Interaksi Masyarakat yang 

Efisien 
Program perlindungan dan jaminan sosial. 

6.294.221.000 APBD Dinas Sosial 

Program rehabilitasi sosial. 

Program pemberdayaan sosial. 1.304.144.900 APBD Dinas Sosial 

Program peningkatan persentase PKK aktif. 

1.256.000.000 APBD 
Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 
Program peningkatan persentase Posyandu aktif. 

Program peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa. 1.279.000.000 APBD 
Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

Program pembangunan dan pengembangan ekonomi pedesaan. 248.000.000 APBD 
Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga. 
1.401.000.000 APBD 

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat 

daerah. 
49.000.000 APBD 

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian 

penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. 
1.614.000.000 APBD 

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta 

pelaksanaan pelayanan KB di daerah. 
968.000.000 APBD 

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 

Pemerintah Daerah. 
369.000.000 APBD 

Dinas Pengendalian 

Penduduk dan KB 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah. 232.000.000 APBD 
Dinas Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan 

perempuan kewenangan Daerah. 
34.973.000 APBD DP3A 

Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada 

organisasi kemasyarakatan kewenangan Daerah. 
61.727.000 APBD DP3A 

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan 

hak anak tingkat Daerah. 
55.467.000 APBD DP3A 

Kegiatan kerjasama dengan kementerian agama, pengadilan agama dan dinas 

pendidikan. 
24.340.000 APBD Dinas Pendidikan 

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas 

keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah 

kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. 

123.052.000 APBD DP3A 

Peningkatan pelayanan dan informasi (otomasi perpustakaan, perpustakaan digital, 

layanan ekstensi, pelatihan ke masyarakat untuk inklusi sosial). 
250.000.000 APBD 

Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Pameran dan promosi (pameran, website). 150.000.000 APBD 
Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Gerakan minat dan budaya baca (aneka lomba, sosialisasi perpustakaan). 50.000.000 APBD 
Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Rencana pembuatan aplikasi web Kesbangpol. 10.000.000 APBD 
Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik 

Program tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan 

iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government). 
20.000.000 APBD 

Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik 

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah 

Kecamatan. 
30.000.000 APBD Kecamatan Binuang 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Ekosistem Belajar Melaksanakan rapat gugus tugas KLA. 23.487.000 APBD DP3A 

Program pemenuhan hak anak. 6.755.000 APBD DP3A 

Penyediaan bahan Perpustakaan (Tersedianya database bahan Perpustakaan). 33.330.000 APBD 
Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Pembinaan dan pengembangan Pustakawan dan Perpustakaan (Pendataan 

Perpustakaan dan Pustakawan). 
43.000.000 APBD 

Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. 45.000.000 APBD Kecamatan Hatungan 

Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa. 24.000.000 APBD Kecamatan Hatungan 

Sistem Keamanan dan 

Keselamatan Masyarakat 
Koordinasi kampung siaga bencana. 16.706.400 APBD Dinas Sosial 

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota. 

364.682.100 APBD DP3A 

Program perlindungan hak perempuan. 

Asistensi pendampingan dan advokasi tindakan hukum terhadap perempuan 

korban kekerasan. 
146.000.000 APBD DP3A 

Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. 4.000.000 APBD 
Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Bimbingan teknis kearsipan. 25.000.000 APBD 
Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Pendataan dan penataan dokumen arsip Daerah. 15.000.000 APBD 
Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Sosialisasi kearsipan. 21.000.000 APBD 
Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Pemeliharaan rutin arsip Daerah. 20.000.000 APBD 
Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Pengawasan arsip. 7.500.000 APBD 
Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Penyusunan Perbup kearsipan. 30.000.000 APBD 
Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Penyusun Perda kearsipan. 26.000.000 APBD 
Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Penyusunan jadwal retensi arsip. 15.000.000 APBD 
Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. 2.500.000 APBD 
Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Kebakaran 

 

f. Smart Environment 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Proteksi Lingkungan Program sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan 

kesiapsiagaan serta tanggap terhadap bencana. 
156.902.000 APBD BPBD 

Program sistem layanan dan Karhutla. 235.000.000 APBD BPBD 

Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui kajian 

dan penataan lingkungan yang baik. 
120.000.000 APBD BPBD 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Program Desa tangguh bencana. 100.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program Posko dan relawan sosial. 5.358.127.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program pengembangan lingkungan berbasis internet. 34.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program penertiban laporan dokumen lingkungan. 14.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program pengembangan RTH. 321.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program pengembangan keanekaragaman hayati. 100.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program pemanfaatan limbah rumah tangga dan limbah organik. 34.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program peningkatan layanan laboratorium lingkungan. 100.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program peningkatan peran sekolah dalam lingkungan hidup 25.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program pengendalian pengelolaan lingkungan melalui Pos pengaduan 

masyarakat. 
45.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program peningkatan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana. 200.000.000 APBD BPBD 

Program peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. 43.000.000 APBD BPBD 

Program penanganan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). 100.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Pengelolaan Sampah dan 

Limbah 
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 21.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan sampah berkelanjutan. 10.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program pemilahan sampah rumah tangga. 21.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program peningkatan capaian pengurangan sampah. 31.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program peningkatan cakupan pelayanan sampah. 11.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program pengelolaan sampah rumah tangga, industri dan publik berbasis teknologi 

dan pemberdayaan masyarakat. 
50.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program peningkatan dan pengembangan sistem informasi bank sampah. 134.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program pemanfaatan gas metan di TPA. 100.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program monitoring mobilisasi pengangkutan sampah berbasis GPS. 110.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program peningkatan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLT3). 98.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Tata Kelola Energi Program pembinaan pada masyarakat untuk pemanfaatan limbah kotoran hewan 

menjadi biogas di Desa Sungai Bahalang. 
35.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program peningkatan teknologi pengolahan sampah plastik. 100.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program penelitian dan pengembangan energi terbarukan. 43.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) Jangka Pendek (2022 - 2023) Sumber Dana Leading Sector 

Pengembangan infrastruktur energi alternatif ramah lingkungan. 121.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program pemenuhan energi listrik bagi masyarakat. 12.000.000 APBD Kecamatan Piani 

Program pendataan konsumsi listrik per kapita. 18.000.000 APBD Kecamatan Bungur 

Program peningkatan capaian rasio ketersediaan listrik. 16..600.000 APBD Kecamatan Bungur 

Program pengawasan dan pengendalian energi, geologi, air tanah dan 

pertambangan. 
123.000.000 APBD Dinas Lingkungan Hidup 

Program penyelenggaraan energi dan ketenagalistrikan. 19.000.000 APBD Kecamatan Piani 

Program peningkatan rumah tangga berakses listrik. 16.000.000 APBD Kecamatan Piani 

 

4.2. Pembangunan Jangka Menengah, Perencanaan pembangunan Smart City dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. 

a. Smart Governance 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Pelayanan Publik Program pelayanan penanaman modal/kegiatan pelayanan 

terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem 

pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara 

elektronik 

200.000.000 210.000.000 216.300.000 231.441.000 243.013.000 APBD DPMPTSP 

Program penunjang urusan pemerintahan 

daerah/pengadaan barang milik Daerah penunjang MPP. 
100.000.000 105.000.000 108.150.000 115.720.000 121.506.000 APBD DPMPTSP 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Program penataan administrasi kependudukan. 333.977.000 350.676.000 361.196.000 386.480.000 405.804.000 
APBD / 

DAK 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil. 

Program pelayanan pencatatan sipil. 494.000.000 518.700.000 534.261.000 571.659.000 600.242.000 
APBD / 

DAK 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil. 

Program pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan. 
168.114.000 176.519.000 181.815.000 194.542.000 204.269.000 

APBD / 

DAK 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil. 

Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. 21.800.000 22.890.000 23.576.000 25.227.000 26.488.000 
APBD / 

DAK 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil. 

Pengembangan konektivitas antar wilayah sampai ke 

daerah pedalaman/terpencil. 
200.000.000 210.000.000 216.300.000 231.441.000 243.013.000 APBD 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana 

komunikasi dan informatika. 
200.000.000 210.000.000 216.300.000 231.441.000 243.013.050 APBD 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan secara 

elektronik (e - government). 
150.000.000 157.500.000 162.225.000 173.580.000 182.259.000 APBD 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

Pengembangan pusat data terpadu. 350.000.000 367.500.000 378.525.000 405.021.000 425.272.000 APBD 
Dinas 

Komunikasi dan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Informatika 

Monitoring opini dan aspirasi publik. 50.000.000 52.500.000 54.075.000 57.860.000 60.753.000 APBD 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

Pengembangan dan pengelolaan informasi dan 

komunikasi publik. 
100.000.000 105.000.000 108.150.000 115.720.000 121.506.000 APBD 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

Pengembangan dan pengelolaan data statistik. 75.000.000 78.750.000 81.112.000 86.790.000 91.129.000 APBD 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

Pengembangan pelayanan kesekretariatan. 69.457.000 72.930.000 75.118.000 80.376.000 84.395.000 APBD 
Sekretariat 

DPRD 

Pengembangan pelayanan kepada publik yang terintegrasi 

tentang produk hukum. 
20.000.000 21.000.000 21.630.000 23.144.000 24.301.000 APBD 

Sekretariat 

DPRD 

Pengembangan pelayanan kepada publik tentang informasi 

kegiatan DPRD. 
20.000.000 21.000.000 21.630.000 23.144.000 24.301.000 APBD 

Sekretariat 

DPRD 

Peningkatan pelayanan kepada kinerja anggota DPRD 

optimalisasi kerja dan atau pelayanan publik. 
20.000.000 21.000.000 21.630.000 23.144.000 24.301.000 APBD 

Sekretariat 

DPRD 

Penyempurnaan aplikasi "SIMPEG" (Sapa-Tapin) sebagai 

penyaji data dan informasi kepegawaian. 
7.200.000 7.560.000 7.786.000 8.331.000 8.748.000 APBD BKPSDM 

Pembuatan aplikasi "Padaringan-Pegawai" (pelayanan 

dalam jaringan kepegawaian) untuk perbaikan kualitas 

pelayanan kepegawaian pada tahun 2022. 
25.000.000 26.250.000 27.037.000 28.930.000 30.376.000 APBD BKPSDM 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Program penunjang urusan pemerintahan daerah 

(administrasi umum perangkat daerah dan pengadaan BMD 

penunjang urusan Pemerintah Daerah.   
51.200.000 53.760.000 55.372.000 59.248.000 62.211.000 APBD Bappelitbang 

Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

pembangunan daerah. 
72.000.000 75.600.000 77.868.000 83.318.000 87.484.000 APBD Bappelitbang 

Program penelitian dan pengembangan. 124.645.000 130.877.000 134.804.000 144.240.000 151.452.000 APBD Sekretariat Daerah 

Program pelayanan publik dan tata laksana. 11.000.000 11.550.000 11.896.000 12.729.000 13.365.000 APBD 
Kecamatan Tapin 

Utara 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak 

dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di 

Kecamatan. 
12.000.000 12.600.000 12.978.000 13.886.000 14.580.000 APBD 

Kecamatan Tapin 

Utara 

Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. 8.300.000 8.715.000 8.976.000 9.604.000 10.085.000 APBD 
Kecamatan Tapin 

Utara 

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

publik/penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak 

dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di 

Kecamatan. 

9.100.000 9.555.000 9.841.000 10.530.000 11.057.000 APBD 
Kecamatan Tapin 

Utara 

Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. 10.400.000 10.920.000 11.247.000 12.034.000 12.636.000 APBD 
Kecamatan Tapin 

Utara 

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

publik. 
14.000.000 14.700.000 15.141.000 16.200.000 17.010.000 APBD 

Kecamatan Tapin 

Selatan 

Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa dan Kelurahan. 15.000.000 15.750.000 16.222.000 17.358.000 18.225.000 APBD Kecamatan Tapin 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Selatan 

Birokrasi Pemerintah Program pengembangan iklim penanaman modal 

(Kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten). 
25.000.000 26.250.000 27.037.000 28.930.000 30.376.000 APBD DPMPTSP 

Program pengelolaan data dan sistem informasi 

penanaman modal (kegiatan pengelolaan data dan 

informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi 

pada tingkat Daerah. 

23.000.000 24.150.000 24.874.000 26.615.000 27.946.000 APBD DPMPTSP 

Program penyelenggaraan pengawasan. 44.840.000 47.082.000 48.494.000 51.889.000 54.483.000 APBD Inspektorat 

Kegiatan pengawasan internal. 44.840.000 47.082.000 48.494.000 51.889.000 54.483.000 APBD Inspektorat 

Pengawasan kinerja pemerintah daerah 44.840.000 47.082.000 48.494.000 51.889.000 54.483.000 APBD Inspektorat 

Pengawasan, legislasi, dan budgeter. 535.348.000 562.115.000 578.978.000 619.507.000 650.482.000 APBD 
Sekretariat 

DPRD 

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. 235.700.000 247.485.000 254.909.000 272.753.000 286.390.000 APBD 
Sekretariat 

DPRD 

Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana 

kantor, serta sumber daya aparatur baik aspek intelektual, 

administrasi, dan manajemen melalui kegiatan pelatihan-

pelatihan, bimtek dan studi banding. 

175.500.000 184.275.000 189.803.000 203.089.000 213.243.000 APBD 
Sekretariat 

DPRD 

Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait 

baik interen maupun eksteren. 
110.000.000 115.500.000 118.965.000 127.292.000 133.657.000 APBD 

Sekretariat 

DPRD 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Penyusunan perencanaan dan pendanaan. 51.400.000 53.970.000 55.589.000 59.480.000 62.454.000 APBD Bappelitbang 

Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan 

pembangunan daerah. 
52.500.000 55.125.000 56.778.000 60.753.000 63.790.000 APBD Bappelitbang 

Peningkatan kinerja (SAKIP) dan reformasi birokrasi. 548.379.000 575.797.000 593.071.000 634.586.000 666.316.000 APBD Sekretariat Daerah 

Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan. 208.098.000 218.503.000 225.058.000 240.812.000 252.853.000 APBD 
Sekretariat 

Daerah 

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. 30.480.000 32.004.000 32.964.000 35.271.000 37.035.000 APBD 
Kecamatan Tapin 

Utara 

Kebijakan Publik Program pelayanan penanaman modal. 420.000.000 441.000.000 454.230.000 486.026.000 510.327.000 APBD DPMPTSP 

Program promosi penanaman modal. 50.000.000 52.500.000 54.075.000 57.860.000 60.753.000 APBD DPMPTSP 

Program peningkatan kepuasan terhadap pelayanan kepada 

pimpinan dan anggota DPRD. 
15.000.000 15.750.000 16.222.000 17.358.000 18.225.000 ABPD 

Sekretariat 

DPRD 

Program peningkatan terhadap aspirasi masyarakat yang 

dapat terakomodir. 
20.000.000 21.000.000 21.630.000 23.144.000 24.301.000 ABPD 

Sekretariat 

DPRD 

Program penyelarasan pokok pikiran DPRD dengan 

RPJMD Pemerintah Kabupaten. 
722.920.000 759.066.000 781.837.000 836.566.000 878.394.000 ABPD 

Sekretariat 

DPRD 

Program penelitian dan pengembangan.  384.000.000 403.200.000 415.296.000 444.366.000 466.585.000 APBD Bappelitbang 

Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi 57.000.000 59.850.000 61.645.000 65.960.000 69.258.000 APBD Bappelitbang 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

pembangunan daerah. 

 

b. Smart Branding 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Pariwisata Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

rangka peningkatan kawasan wisata Daerah 
47.500.000 49.875.000 51.371.000 54.967.000 57.715.000 APBD 

Kecamatan 

Bakarangan 

Pembuatan media sosial. 10.000.000 10.500.000 10.815.000 11.572.000 12.150.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Pembuatan aplikasi promosi pariwisata berbasis 

website. 
10.000.000 10.500.000 10.815.000 11.572.000 12.150.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Pembentukan tim kreatif promosi pariwisata. 125.000.000 131.250.000 135.187.000 144.650.000 151.883.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Pembuatan konten video untuk disebarluaskan melalui 

media digital. 
50.000.000 52.500.000 54.075.000 57.860.000 60.753.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Pembuatan konten gambar untuk disebarluaskan 

melalui media digital. 
100.000.000 105.000.000 108.150.000 115.720.000 121.506.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Program updating website Instansi Dinas. 35.000.000 36.750.000 37.852.000 40.502.000 42.527.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Pembuatan dokumen kajian ekonomi kreatif. 70.000.000 73.500.000 75.705.000 81.004.000 85.054.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Pembuatan aplikasi pemesanan online Plaza Kuliner. 40.000.000 42.000.000 43.260.000 46.288.000 48.602.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Pembuatan aplikasi pemesanan tiket online untuk 

DTW unggulan, objek cagar budaya dan event 
40.000.000 42.000.000 43.260.000 46.288.000 48.602.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Pendataan dan penyajian data objek pemajuan 

kebudayaan Daerah. 
48.000.000 50.400.000 51.912.000 55.545.000 58.323.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Kemudahan 

Pelaksanaan Bisnis 

Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat. 
14.000.000 14.700.000 15.141.000 16.200.000 17.010.000 APBD 

Kecamatan 

Bakarangan 

Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 
9.000.000 9.450.000 9.733.000 10.414.000 10.935.000 APBD 

Kecamatan 

Bakarangan 

Program kegiatan partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat di 

Kecamatan Bakarangan. 

11.000.000 11.550.000 11.896.000 12.729.000 13.365.000 APBD 
Kecamatan 

Tapin Tengah 

Pembinaan dan pendampingan IKM mebel ke Pulau 

Jawa. 
17.000.000 17.850.000 18.385.000 19.672.000 20.656.000 APBD 

Dinas 

Perindustrian 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Pembinaan dan pendampingan ikm produk anyaman 

ke Pulau Jawa. 
20.000.000 21.000.000 21.630.000 23.144.000 24.301.000 APBD 

Dinas 

Perindustrian 

Sewa hosting website Sipikat. 10.000.000 10.500.000 10.815.000 11.572.000 12.150.000 APBD 
Dinas 

Perindustrian 

Melakukan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi 

teknis dan manajemen industri. 
44.000.000 46.200.000 47.586.000 50.917.000 53.462.000 APBD 

Dinas 

Perindustrian 

Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku 

(kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi 

dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur 

yang memadai. 

29.500.000 30.975.000 31.904.000 34.137.000 35.844.000 APBD 
Dinas 

Perindustrian 

Kerjasama dengan unicorn besar dalam pemasaran 

hasil produk industri Daerah. 
25.600.000 26.880.000 27.686.000 29.624.000 31.105.000 APBD 

Dinas 

Perindustrian 

Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga 

keuangan/Bank. 
15.500.000 16.275.000 16.763.000 17.936.000 18.833.000 APBD 

Dinas 

Perindustrian 

Melakukan studi kajian peluang investasi industri. 30.200.000 31.710.000 32.661.000 34.947.000 36.694.000 APBD 
Dinas 

Perindustrian 

Pembangunan dan pemasaran produk dan jasa industri 

kreatif daerah di Bendungan Tapin dan lokasi rest 

area. 

100.000.000 105.000.000 108.150.000 115.720.000 121.506.000 APBD 
Dinas 

Perindustrian 

Inventarisasi data IKM. 31.200.000 32.760.000 33.742.000 36.104.000 37.910.000 APBD 
Dinas 

Perindustrian 

Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur 

kawasan peruntukan industri. 
200.000.000 210.000.000 216.300.000 231.441.000 243.013.000 APBD 

Dinas 

Perindustrian 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Program penggunaan produk lokal. 25.000.000 26.250.000 27.037.000 28.930.000 30.376.000 APBD 
Dinas 

Perindustrian 

Pelatihan kemasan UP2K (Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga). 
32.500.000 34.125.000 35.148.000 37.609.000 39.489.000 APBD 

Dinas 

Perindustrian 

Wajah Kota 
Pembangunan jalan pedestrian untuk menunjang 

pariwisata Rantau Baru. 
5.000.000.000 5.250.000.000 5.407.500.000 5.786.025.000 6.075.326.000 APBD 

Dinas Penataan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Pembangunan lintasan khusus jalur sepeda di wilayah 

Kota Rantau. 
5.000.000.000 5.250.000.000 5.407.500.000 5.786.025.000 6.075.326.000 APBD 

Dinas Penataan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Pembangunan bundaran Tugu Adipura. 2.000.000.000 2.100.000.000 2.163.000.000 2.314.410.000 2.430.130.000 APBD 

Dinas Penataan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Pembuatan aplikasi Virtual Tour. 200.000.000 210.000.000 216.300.000 231.441.000 243.013.000 APBD 

Dinas Penataan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Program ketersediaan sistem informasi ruang publik. 360.000.000 378.000.000 389.340.000 416.593.000 437.423.000 APBD 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum & 

Penataan Ruang 

Program pembuatan alat informasi suhu dan kualitas 

udara di ruang publik. 
500.000.000 525.000.000 540.750.000 578.602.000 607.532.000 APBD 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum & 

Penataan Ruang 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Program pembuatan aplikasi Tour Guide lokasi 

pemancingan berbasis GIS. 
270.000.000 283.500.000 292.005.000 312.445.000 328.067.000 APBD 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum & 

Penataan Ruang 

Program pengembangan Area Traffic Control System 

(ATCS) 
1.000.000.000 1.050.000.000 1.081.500.000 1.157.205.000 1.215.065.000 APBD 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum & 

Penataan Ruang 

Program penghijauan kota. 110.000.000 115.500.000 118.965.000 127.292.000 133.657.000 APBD 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum & 

Penataan Ruang 

Program landmark khas Tapin. 200.000.000 210.000.000 216.300.000 231.441.000 243.013.000 APBD 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum & 

Penataan Ruang 

 

c. Smart Economy 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Industri Berdaya 

Saing 

Program peningkatan produksi dan produk olahan 

Cabai Hiyung. 
45.000.000 47.250.000 48.667.000 52.074.000 54.677.000 PAD 

Dinas 

Perikanan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

 

 
Pengelolaan pembudidayaan ikan. 500.000.000 525.000.000 540.750.000 578.602.000 607.532.000 PAD 

Dinas 

Perikanan 

Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri 

pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah. 
50.000.000 52.500.000 54.075.000 57.860.000 60.753.000 PAD 

Dinas 

Perikanan 

Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja 

perangkat Daerah. 
100.000.000 105.000.000 108.150.000 115.720.000 121.506.000 PAD 

Dinas 

Perikanan 

Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, 

danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang 

dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah. 

200.000.000 210.000.000 216.300.000 231.441.000 243.013.000 APBD 
Dinas 

Pertanian 

Program penyediaan dan pengembangan sarana 

pertanian. 
200.000.000 210.000.000 216.300.000 231.441.000 243.013.000 

PT. Bastari 

Maju 

Tapin 

(Perseroda) 

Sekretariat 

Daerah 

Pengembangan layanan air minum secara digital. 32.000.000 33.600.000 34.608.000 37.030.000 38.882.000 APBD 
Sekretariat 

Daerah 

Program penunjang kegiatan fasilitasi kunjungan 

tamu. 
19.759.000 20.747.000 21.370.000 22.866.000 24.009.000 APBD 

Kecamatan 

Lokpaikat 

Menambah unit Bumdes setiap Desa dan UMKM 

lainnya. 
15.600.000 16.380.000 16.871.000 18.052.000 18.955.000 APBD 

Kecamatan 

Candi Laras 

Selatan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 
Penanganan kerawanan pangan kewenangan 

Kabupaten/Kota. 
21.500.000 22.575.000 23.252.000 24.880.000 26.124.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan 

Kecamatan. 
53.600.000 56.280.000 57.968.000 62.026.000 65.127.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan 

Kabupaten/Kota. 
1.004.384.000 1.054.603.000 1.086.241.000 1.162.278.000 1.220.392.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan 

lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah 

Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan 

harga pangan. 

26.900.000 28.245.000 29.092.000 31.128.000 32.685.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung 

kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

2.000.000.000 2.100.000.000 2.163.000.000 2.314.410.000 2.430.130.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan 

keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah 

Kabupaten Tapin. 

207.360.000 217.728.000 224.259.000 239.958.000 251.955.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal. 264.000.000 277.200.000 285.516.000 305.502.000 320.777.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung 

kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

86.400.000 90.720.000 93.441.000 99.982.000 104.981.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan 

keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah 

Kabupaten Tapin. 

240.000.000 252.000.000 259.560.000 277.729.000 291.615.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal. 200.000.000 210.000.000 216.300.000 231.441.000 243.013.000 APBD 
Dinas 

Pertanian 

Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan 

per kapita per tahun. 
137.482.000 144.356.000 148.687.000 159.095.000 167.050.000 APBD 

Dinas 

Tenaga Kerja 

Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman 

konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. 
91.050.000 95.602.000 98.470.000 105.363.000 110.631.000 APBD 

Dinas 

Tenaga Kerja 

Program penyuluhan pertanian. 23.000.000 24.150.000 24.874.000 26.615.000 27.946.000 APBD 
Dinas 

Pertanian 

Program pengembangan dan perluasan kesempatan 

kerja. 
20.000.000 21.000.000 21.630.000 23.144.000 24.301.000 APBD 

Dinas 

Tenaga Kerja 

Bursa kerja online. 17.425.000 18.296.000 18.845.000 20.164.000 21.172.000 APBD 
Dinas 

Tenaga Kerja 

Pelatihan teknologi tepat guna. 500.000.000 525.000.000 540.750.000 578.602.000 607.532.000 APBD 
Sekretariat 

Daerah 

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari 

kerja LLK tapin. 
25.800.000 27.090.000 27.902.000 29.855.000 31.348.000 APBD 

Dinas 

Tenaga Kerja 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tenaga 

kerja. 
47.000.000 49.350.000 50.830.000 54.388.000 57.108.000 APBD 

Dinas 

Tenaga Kerja 

Program grebek pasar.  15.000.000 15.750.000 16.222.000 17.358.000 18.225.000 APBD 

Kecamatan 

Candi Laras 

Selatan 

Program pelatihan untuk masyarakat dalam 

meningkatkan skill/keterampilan. 
29.400.000 30.870.000 31.796.000 34.021.000 35.722.000 APBD 

Dinas 

Tenaga Kerja 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Transaksi Keuangan Pelayanan pemberian rekomendasi perizinan secara 

elektronik. 
20.000.000 21.000.000 21.630.000 23.144.000 24.301.000 APBD 

Dinas 

Perdagangan 

Pemenuhan ekonomi digital dengan mendorong 

industri e-commerce dan marketplace. 
70.000.000 73.500.000 75.705.000 81.004.000 85.054.000 APBD 

Dinas 

Perdagangan 

Pembuatan aplikasi database pasar. 120.000.000 126.000.000 129.780.000 138.864.000 145.807.000 APBD 
Dinas 

Perdagangan 

Pengembangan pembayaran retribusi secara 

elektronik. 
30.000.000 31.500.000 32.445.000 34.716.000 36.451.000 APBD 

Dinas 

Perdagangan 

Penyediaan sarana distribusi perdagangan yang 

modern. 
200.000.000 210.000.000 216.300.000 231.441.000 243.013.000 APBD 

Dinas 

Perdagangan 

Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok 

dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota. 
17.000.000 17.850.000 18.385.000 19.672.000 20.656.000 APBD 

Dinas 

Perdagangan 

Pembuatan aplikasi informasi harga barang pokok dan 

penting. 
50.000.000 52.500.000 54.075.000 57.860.000 60.753.000 APBD 

Dinas 

Perdagangan 

Pembuatan Sistem Informasi manajemen pelaporan 

tera dan tera ulang serta pengawasan metrologi legal. 
211.672.000 222.255.000 228.923.000 244.948.000 257.195.000 APBD 

Dinas 

Perdagangan 

Program pengelolaan keuangan daerah. 25.000.000 26.250.000 27.037.000 28.930.000 30.376.000 APBD 

Badan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 

Program pengelolaan barang milik daerah. 23.000.000 24.150.000 24.874.000 26.615.000 27.946.000 APBD 

Badan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Pengembangan aplikasi pendapatan Daerah. 200.000.000 210.000.000 216.300.000 231.441.000 243.013.000 APBD 

Badan 

Pendapatan 

Daerah 

Program pelayanan pajak dan retribusi Daerah. 223.000.000 234.150.000 241.174.000 258.056.000 270.959.000 APBD 

Badan 

Pendapatan 

Daerah 

Pengembangan Digital Banking BPR. 250.000.000 262.500.000 270.375.000 289.301.000 303.766.000 APBD 
Sekretariat 

Daerah 

Program pengembangan marketplace. 12.000.000 12.600.000 12.978.000 13.886.000 14.580.000 APBD 
Kecamatan 

Lokpaikat 

 

 

d. Smart Living 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Normalisasi Tata 

Ruang 
Program peningkatan kualitas pelayanan publik 

dengan dukungan media sosial. 
179.183.000 188.143.000 193.787.000 207.352.000 217.720.000 APBD 

Kecamatan 

Salam 

Babaris 

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan keagamaan dan pelaku usaha di Kecamatan. 
13.095.000 13.750.000 14.163.000 15.154.000 15.912.000 APBD 

Kecamatan 

Salam 

Babaris 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Program fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat 

miskin dan lingkungan kumuh dalam penciptaan 

rumah layak huni. 

471.500.000 495.075.000 509.927.000 545.622.000 572.903.000 APBD 

Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman 

dan 

Pertanahan  

Penyederhanaan perizinan dalam pembangunan 

perumahan. 
60.000.000 63.000.000 64.890.000 69.432.000 72.903.000 APBD 

Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman 

dan 

Pertanahan  

Pengembangan pembangunan perumahan yang 

bertumpu pada keswadayaan masyarakat berupa 

bantuan stimulan rumah tidak layak huni. 

125.000.000 131.250.000 135.187.000 144.650.000 151.883.000 APBD 

Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman 

dan 

Pertanahan  

Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan 

prasarana perumahan dan permukiman. 
79.000.000 82.950.000 85.438.000 91.419.000 95.990.000 APBD 

Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman 

dan 

Pertanahan  

Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum di 

lingkungan perumahan dan permukiman. 
195.300.000 205.065.000 211.216.000 226.002.000 237.302.000 APBD 

Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

dan 

Pertanahan  

Sarana Prasarana 

Kesehatan 
Program pengembangan kapasitas daya saing 

keolahragaan 
1.328.540.000 1.394.967.000 1.436.816.000 1.537.393.000 1.614.262.000 APBD 

Dinas 

Pemuda dan 

Olahraga 

Public Safety Center (PSC) 119. 250.000.000 262.500.000 270.375.000 289.301.000 303.766.000 
APBD, 

DAK 

Dinas 

Kesehatan 

Digitalisasi pelayanan. 350.000.000 367.500.000 378.525.000 405.021.000 425.272.000 BLUD 
RSUD Datu 

Sanggul 

Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas layanan 

pengadaan barang/jasa. 
50.000.000 52.500.000 54.075.000 57.860.000 60.753.000 APBD 

Sekretariat 

Daerah 

Mengadakan vaksinasi massal di setiap Desa 9.500.000 9.975.000 10.274.000 10.993.000 11.543.000 APBD 

Kecamatan 

Candi Laras 

Utara 

Sarana Prasarana 

Transportasi 

Program penataan ruang parkir umum yang 

dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik, 

pembangunan/pengadaan fasilitas penunjang 

pelabuhan dan dermaga, serta pengadaan angkutan 

khusus untuk pelajar/siswa. 

1.000.000.000 1.050.000.000 1.081.500.000 1.157.205.000 1.215.065.000 APBD 
Dinas 

Perhubungan 

Program pembangunan/pengadaan fasilitas Area 

Traffic Control System (ATCS) atau yang lebih 

dikenal dengan istilah atcs adalah suatu sistem 

pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi 

pada suatu kawasan yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui 

1.000.000.000 1.050.000.000 1.081.500.000 1.157.205.000 1.215.065.000 APBD 
Dinas 

Perhubungan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas 

di setiap persimpangan. 

Program pembangunan/pengadaan fasilitas lampu 

lalu lintas cerdas (pembangunan/pengadaan fasilitas 

rambu-rambu, traffic/warning light zoss dan marka 

jalan dengan teknologi terbaru). 

200.000.000 210.000.000 216.300.000 231.441.000 243.013.000 APBD 
Dinas 

Perhubungan 

Program pembangunan/pengadaan untuk gedung 

pengujian kendaraan bermotor dengan fasilitas 

smartcard atau bukti lulus uji elektronik (blue). 

2.000.000.000 2.100.000.000 2.163.000.000 2.314.410.000 2.430.130.000 APBD 
Dinas 

Perhubungan 

 

e. Smart Society 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Interaksi Masyarakat 

yang Efisien 
Program perlindungan dan jaminan sosial. 

6.294.221.000 6.608.932.000 6.807.200.000 7.283.704.000 7.647.889.000 APBD Dinas Sosial 

Program rehabilitasi sosial. 

Program pemberdayaan sosial. 1.304.144.000 1.369.352.000 1.410.432.000 1.509.162.000 1.584.621.000 APBD Dinas Sosial 

Program peningkatan persentase PKK aktif. 1.256.000.000 1.318.800.000 1.358.364.000 1.453.449.000 1.526.121.000 APBD Dinas 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Program peningkatan persentase Posyandu aktif. 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

Program peningkatan kapasitas Pemerintahan 

Desa. 
1.279.000.000 1.342.950.000 1.383.238.000 1.480.065.000 1.554.068.000 APBD 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

Program pembangunan dan pengembangan 

ekonomi pedesaan. 
248.000.000 260.400.000 268.212.000 286.986.000 301.336.000 APBD 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui 

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 
1.401.000.000 1.471.050.000 1.515.181.000 1.621.244.000 1.702.306.000 APBD 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

KB 

Pelaksanaan dan peningkatan peran serta 

organisasi kemasyarakatan tingkat daerah. 
49.000.000 51.450.000 52.993.000 56.703.000 59.538.000 APBD 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

KB 

Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB 

sesuai kearifan budaya lokal. 

1.614.000.000 1.694.700.000 1.745.541.000 1.867.728.000 1.961.115.000 APBD 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

KB 

Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat 

dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan 

KB di Daerah. 

968.000.000 1.016.400.000 1.046.892.000 1.120.174.000 1.176.183.000 APBD 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

KB 

Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah 

Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah. 
369.000.000 387.450.000 399.073.000 427.008.000 448.359.000 APBD 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

KB 

Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk 

cakupan Daerah. 
232.000.000 243.600.000 250.908.000 268.471.000 281.895.000 APBD 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

KB 

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan pemberdayaan perempuan kewenangan 

Daerah. 

34.973.000 36.721.000 37.823.000 40.471.000 42.494.000 APBD DP3A 

Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, 

sosial, dan ekonomi pada organisasi 

kemasyarakatan kewenangan Daerah. 

61.727.000 64.814.000 66.758.000 71.431.000 75.003.000 APBD DP3A 

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan 

Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat 

Daerah. 

55.467.000 58.240.000 59.987.000 64.187.000 67.396.000 APBD DP3A 

Kegiatan kerjasama dengan kementerian agama, 

pengadilan agama dan dinas pendidikan. 
24.340.000 25.557.000 26.323.000 28.166.000 29.574.000 APBD 

Dinas 

Pendidikan 

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas keluarga dalam 

mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak 

anak yang wilayah kerjanya dalam daerah 

Kabupaten/Kota. 

123.052.000 129.205.000 133.081.000 142.397.000 149.517.000 APBD DP3A 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Peningkatan pelayanan dan informasi (otomasi 

perpustakaan, perpustakaan digital, layanan 

ekstensi, pelatihan ke masyarakat untuk inklusi 

sosial). 

250.000.000 262.500.000 270.375.000 289.301.000 303.766.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Pameran dan promosi (pameran, website). 150.000.000 157.500.000 162.225.000 173.580.000 182.259.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Gerakan minat dan budaya baca (aneka lomba, 

sosialisasi perpustakaan). 
50.000.000 52.500.000 54.075.000 57.860.000 60.753.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Rencana pembuatan aplikasi web Kesbangpol. 10.000.000 10.500.000 10.815.000 11.572.000 12.150.000 APBD 

Badan 

Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

Program tata kelola pemerintahan yang baik dan 

bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan 

publik yang maksimal (Good and Clean 

Government). 

20.000.000 21.000.000 21.630.000 23.144.000 24.301.000 APBD 

Badan 

Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

Program penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik wilayah Kecamatan. 
30.000.000 31.500.000 32.445.000 34.716.000 36.451.000 APBD 

Kecamatan 

Binuang 

Ekosistem Belajar Melaksanakan rapat gugus tugas KLA. 23.487.000 24.662.000 25.402.000 27.180.000 28.539.000 APBD DP3A 

Program pemenuhan hak anak. 6.755.000 7.093.000 7.306.000 7.817.000 8.208.000 APBD DP3A 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Penyediaan bahan Perpustakaan (Tersedianya 

database bahan Perpustakaan). 
33.330.000 34.996.000 36.046.000 38.569.000 40.498.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Pembinaan dan pengembangan Pustakawan dan 

Perpustakaan (Pendataan Perpustakaan dan 

Pustakawan). 

43.000.000 45.150.000 46.504.000 49.759.000 52.247.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Program pemberdayaan masyarakat Desa dan 

Kelurahan. 
45.000.000 47.250.000 48.667.000 52.074.000 54.677.000 APBD 

Kecamatan 

Hatungan 

Program pembinaan dan pengawasan 

Pemerintahan Desa. 
24.000.000 25.200.000 25.956.000 27.772.000 29.161.000 APBD 

Kecamatan 

Hatungan 

Sistem Keamanan 

dan Keselamatan 

Masyarakat 

Koordinasi kampung siaga bencana. 16.706.000 17.541.000 18.067.000 19.332.000 20.299.000 APBD Dinas Sosial 

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan 

lingkup Daerah Kabupaten/Kota. 
364.682.000 382.916.000 394.403.000 422.011.000 443.112.000 APBD DP3A 

Program perlindungan hak perempuan. 

Asistensi pendampingan dan advokasi tindakan 

hukum terhadap perempuan korban kekerasan. 
146.000.000 153.300.000 157.899.000 168.951.000 177.399.000 APBD DP3A 

Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip 

daerah. 
4.000.000 4.200.000 4.326.000 4.628.000 4.860.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Bimbingan teknis kearsipan. 25.000.000 26.250.000 27.037.000 28.930.000 30.376.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Pendataan dan penataan dokumen arsip Daerah. 15.000.000 15.750.000 16.222.000 17.358.000 18.225.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Sosialisasi kearsipan. 21.000.000 22.050.000 22.711.000 24.301.000 25.516.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Pemeliharaan rutin arsip Daerah. 20.000.000 21.000.000 21.630.000 23.144.000 24.301.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Pengawasan arsip. 7.500.000 7.875.000 8.111.000 8.679.000 9.112.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Penyusunan Perbup kearsipan. 30.000.000 31.500.000 32.445.000 34.716.000 36.451.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Penyusun Perda kearsipan. 26.000.000 27.300.000 28.119.000 30.087.000 31.591.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Penyusunan jadwal retensi arsip. 15.000.000 15.750.000 16.222.000 17.358.000 18.225.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban 

umum. 
2.500.000 2.625.000 2.703.000 2.893.000 3.037.000 APBD 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan Kebakaran 
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f. Smart Environment 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Proteksi Lingkungan Program sosialisasi, koordinasi, pembinaan, 

pengendalian, evaluasi dan kesiapsiagaan serta 

tanggap terhadap bencana. 

156.902.000 164.747.000 169.689.000 181.567.000 190.646.000 APBD BPBD 

Program sistem layanan dan Karhutla. 235.000.000 246.750.000 254.152.000 271.943.000 285.540.000 APBD BPBD 

Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan melalui kajian dan penataan lingkungan 

yang baik. 

120.000.000 126.000.000 129.780.000 138.864.000 145.807.000 APBD BPBD 

Program Desa tangguh bencana. 100.000.000 105.000.000 108.150.000 115.720.000 121.506.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program Posko dan relawan sosial. 5.358.127.000 5.626.033.000 5.794.814.000 6.200.451.000 6.510.473.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program pengembangan lingkungan berbasis internet. 34.000.000 35.700.000 36.771.000 39.344.070 41.312.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program penertiban laporan dokumen lingkungan. 14.000.000 14.700.000 15.141.000 16.200.000 17.010.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program pengembangan RTH. 321.000.000 337.050.000 347.161.000 371.462.000 390.035.000 APBD 
Dinas 

Lingkungan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Hidup 

Program pengembangan keanekaragaman hayati. 100.000.000 105.000.000 108.150.000 115.720.000 121.506.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program pemanfaatan limbah rumah tangga dan 

limbah organik. 
34.000.000 35.700.000 36.771.000 39.344.000 41.312.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program peningkatan layanan laboratorium 

lingkungan. 
100.000.000 105.000.000 108.150.000 115.720.000 121.506.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program peningkatan peran sekolah dalam lingkungan 

hidup 
25.000.000 26.250.000 27.037.000 28.930.000 30.376.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program pengendalian pengelolaan lingkungan 

melalui Pos pengaduan masyarakat. 
45.000.000 47.250.000 48.667.000 52.074.000 54.677.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program peningkatan infrastruktur dan sarana 

penanggulangan bencana. 
200.000.000 210.000.000 216.300.000 231.441.000 243.013.000 APBD BPBD 

Program peningkatan pengetahuan masyarakat dalam 

menghadapi bencana. 
43.000.000 45.150.000 46.504.000 49.759.000 52.247.000 APBD BPBD 

Program penanganan sampah dengan metode 3R 

(Reduce, Reuse dan Recycle). 
100.000.000 105.000.000 108.150.000 115.720.000 121.506.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Pengelolaan Sampah 

dan Limbah 
Program pengembangan kinerja pengelolaan 

persampahan. 
21.000.000 22.050.000 22.711.000 24.301.000 25.516.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program pengelolaan sampah berkelanjutan. 10.000.000 10.500.000 10.815.000 11.572.000 12.150.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program pemilahan sampah rumah tangga. 21.000.000 22.050.000 22.711.000 24.301.000 25.516.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program peningkatan capaian pengurangan sampah. 31.000.000 32.550.000 33.526.000 35.873.000 37.667.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program peningkatan cakupan pelayanan sampah. 11.000.000 11.550.000 11.896.000 12.729.000 13.365.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program pengelolaan sampah rumah tangga, industri 

dan publik berbasis teknologi dan pemberdayaan 

masyarakat. 

50.000.000 52.500.000 54.075.000 57.860.000 60.753.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program peningkatan dan pengembangan sistem 

informasi Bank sampah. 
134.000.000 140.700.000 144.921.000 155.065.000 162.818.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program pemanfaatan gas metan di TPA. 100.000.000 105.000.000 108.150.000 115.720.000 121.506.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Program monitoring mobilisasi pengangkutan sampah 

berbasis GPS. 
110.000.000 115.500.000 118.965.000 127.292.000 133.657.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program peningkatan Layanan Lumpur Tinja Tidak 

Terjadwal (LLT3). 
98.000.000 102.900.000 105.987.000 113.406.000 119.076.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Tata Kelola Energi Program pembinaan pada masyarakat untuk 

pemanfaatan limbah kotoran hewan menjadi biogas di 

Desa Sungai Bahalang. 

35.000.000 36.750.000 37.852.000 40.502.000 42.527.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program peningkatan teknologi pengolahan sampah 

plastik. 
100.000.000 105.000.000 108.150.000 115.720.000 121.506.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program penelitian dan pengembangan energi 

terbarukan. 
43.000.000 45.150.000 46.504.000 49.759.000 52.247.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Pengembangan infrastruktur energi alternatif ramah 

lingkungan. 
121.000.000 127.050.000 130.861.000 140.021.000 147.022.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program pemenuhan energi listrik bagi masyarakat. 12.000.000 12.600.000 12.978.000 13.886.000 14.580.000 APBD 
Kecamatan 

Piani 

Program pendataan konsumsi listrik per kapita. 18.000.000 18.900.000 19.467.000 20.829.000 21.871.000 APBD 
Kecamatan 

Bungur 

Program peningkatan capaian rasio ketersediaan 

listrik. 
16.600.000 17.430.000 17.952.000 19.209.000 20.170.000 APBD 

Kecamatan 

Bungur 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Menengah 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2023 2024 2025 2026 2027 

Program pengawasan dan pengendalian energi, 

geologi, air tanah dan pertambangan. 
123.000.000 129.150.000 133.024.000 142.336.000 149.453.000 APBD 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

Program penyelenggaraan energi dan 

ketenagalistrikan. 
19.000.000 19.950.000 20.548.000 21.986.000 23.086.000 APBD 

Kecamatan 

Piani 

Program peningkatan rumah tangga berakses listrik. 16.000.000 16.800.000 17.304.000 18.515.000 19.441.000 APBD 
Kecamatan 

Piani 

 

4.3. Pembangunan Jangka Panjang, Perencanaan pembangunan Smart City dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan. 

a. Smart Governance 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Pelayanan Publik Program pelayanan penanaman modal/kegiatan 

pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan 

berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik 

264.884.000 283.426.000 311.768.000 330.474.000 337.084.000 APBD DPMPTSP  

Program penunjang urusan pemerintahan 

daerah/pengadaan barang milik daerah penunjang 

MPP. 

132.442.000 141.713.000 155.884.000 165.237.000 168.542.000 APBD DPMPTSP  

Program penataan administrasi kependudukan. 442.326.000 473.289.000 520.618.000 551.855.000 562.892.000 
APBD / 

DAK 

Dinas 

Kependudukan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

dan Pencatatan 

Sipil. 

Program pelayanan pencatatan sipil. 654.264.000 700.062.000 770.068.000 816.272.000 832.598.000 
APBD / 

DAK 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil. 

Program pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan. 
222.654.000 238.239.000 262.063.000 277.787.000 283.343.000 

APBD / 

DAK 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil. 

Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. 28.872.000 30.893.000 33.982.000 36.021.000 36.742.000 
APBD / 

DAK 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil. 

Pengembangan konektivitas antar wilayah sampai ke 

Daerah pedalaman/terpencil. 
264.884.000 283.426.000 311.768.000 330.474.000 337.084.000 APBD 

Dinas 

Komunikasi 

dan Informatika 

Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana 

komunikasi dan informatika. 
264.884.000 283.426.000 311.768.000 330.474.000 337.084.000 APBD 

Dinas 

Komunikasi 

dan Informatika 

Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan 

secara elektronik (e - government). 
198.663.000 212.569.000 233.826.000 247.856.000 252.813.000 APBD 

Dinas 

Komunikasi 

dan Informatika 

Pengembangan pusat data terpadu. 463.547.000 495.995.000 545.595.000 578.330.000 589.897.000 APBD 
Dinas 

Komunikasi 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

dan Informatika 

Monitoring opini dan aspirasi publik. 66.221.000 70.856.000 77.942.000 82.618.000 84.271.000 APBD 

Dinas 

Komunikasi 

dan Informatika 

Pengembangan dan pengelolaan informasi dan 

komunikasi publik. 
132.442.000 141.713.000 155.884.000 165.237.000 168.542.000 APBD 

Dinas 

Komunikasi 

dan Informatika 

Pengembangan dan pengelolaan data statistik. 99.331.000 106.284.000 116.913.000 123.928.000 126.406.000 APBD 

Dinas 

Komunikasi 

dan Informatika 

Pengembangan pelayanan kesekretariatan. 91.990.000 98.430.000 108.273.000 114.769.000 117.065.000 APBD 
Sekretariat 

DPRD 

Pengembangan pelayanan kepada publik yang 

terintegrasi tentang produk hukum. 
26.488.000 28.342.000 31.176.000 33.047.000 33.708.000 APBD 

Sekretariat 

DPRD 

Pengembangan pelayanan kepada publik tentang 

informasi kegiatan DPRD. 
26.488.000 28.342.000 31.176.000 33.047.000 33.708.000 APBD 

Sekretariat 

DPRD 

Peningkatan pelayanan kepada kinerja anggota DPRD 

optimalisasi kerja dan atau pelayanan publik. 
26.488.000 28.342.000 31.176.000 33.047.000 33.708.000 APBD 

Sekretariat 

DPRD 

Penyempurnaan aplikasi "SIMPEG" (Sapa-Tapin) 

sebagai penyaji data dan informasi kepegawaian. 
9.535.000 10.203.000 11.223.000 11.897.000 12.135.000 APBD BKPSDM 

Pembuatan aplikasi "Padaringan-Pegawai" (pelayanan 33.110.000 35.428.000 38.971.000 41.309.000 42.135.000 APBD BKPSDM 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

dalam jaringan kepegawaian) untuk perbaikan kualitas 

pelayanan kepegawaian pada tahun 2022. 

Program penunjang urusan pemerintahan daerah 

(administrasi umum perangkat daerah dan pengadaan 

BMD penunjang urusan pemerintah Daerah.   
67.810.000 72.557.000 79.812.000 84.601.000 86.293.000 APBD Bappelitbang 

Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

pembangunan Daerah. 
95.358.000 102.033.000 112.236.000 118.970.000 121.350.000 APBD Bappelitbang 

Program penelitian dan pengembangan. 165.083.000 176.638.000 194.302.000 205.960.000 210.080.000 APBD 
Sekretariat 

Daerah 

Program pelayanan publik dan tata laksana. 14.568.000 15.588.000 17.147.000 18.176.000 18.539.000 APBD 
Kecamatan Tapin 

Utara 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak 

dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang 

ada di kecamatan. 
15.893.000 17.005.000 18.706.000 19.828.000 20.225.000 APBD 

Kecamatan Tapin 

Utara 

Program pemberdayaan masyarakat Desa dan 

Kelurahan. 
10.992.000 11.762.000 12.938.000 13.714.000 13.989.000 APBD 

Kecamatan Tapin 

Utara 

Program penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik/penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 

perangkat daerah yang ada di Kecamatan. 

12.052.000 12.895.000 14.185.000 15.036.000 15.337.000 APBD 
Kecamatan Tapin 

Utara 

Program pemberdayaan masyarakat Desa dan 

Kelurahan. 
13.773.000 14.738.000 16.211.000 17.184.000 17.528.000 APBD 

Kecamatan Tapin 

Utara 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Program penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik. 
18.541.000 19.839.000 21.823.000 23.133.000 23.595.000 APBD 

Kecamatan 

Tapin Selatan 

Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa dan 

Kelurahan. 
19.866.000 21.256.000 23.382.000 24.785.000 25.281.000 APBD 

Kecamatan 

Tapin Selatan 

Birokrasi Pemerintah Program pengembangan iklim penanaman modal 

(Kegiatan pembuatan peta potensi investasi 

Kabupaten). 

33.110.000 35.428.000 38.971.000 41.309.000 42.135.000 APBD DPMPTSP  

Program pengelolaan data dan sistem informasi 

penanaman modal (kegiatan pengelolaan data dan 

informasi perizinan dan non perizinan yang 

terintegrasi pada tingkat daerah. 

30.461.000 32.594.000 35.853.000 38.004.000 38.764.000 APBD DPMPTSP  

Program penyelenggaraan pengawasan. 59.387.000 63.544.000 69.898.000 74.092.000 75.574.000 APBD Inspektorat 

Kegiatan pengawasan internal. 59.387.000 63.544.000 69.898.000 74.092.000 75.574.000 APBD Inspektorat 

Pengawasan kinerja pemerintah daerah 59.387.000 63.544. 69.898.000 74.092.000 75.574.000 APBD Inspektorat 

Pengawasan, legislasi, dan budgeter. 709.026.000 758.658.000 834.523.000 884.595.000 902.287.000 APBD 
Sekretariat 

DPRD 

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. 312.166.000 334.017.000 367.419.000 389.464.000 397.253.000 APBD 
Sekretariat 

DPRD 

Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana 

kantor, serta sumber daya aparatur baik aspek 

intelektual, administrasi, dan manajemen melalui 

232.435.000 248.706.000 273.577.000 289.991.000 295.791.000 APBD 
Sekretariat 

DPRD 



 

70 
 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

kegiatan pelatihan-pelatihan, bimtek dan studi 

banding. 

Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak 

terkait baik interen maupun eksteren. 
145.686.000 155.884.000 171.472.000 181.761.000 185.396.000 APBD 

Sekretariat 

DPRD 

Penyusunan perencanaan dan pendanaan. 68.075.000 72.840.000 80.124.000 84.932.000 86.630.000 APBD Bappelitbang 

Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang 

perencanaan pembangunan Daerah. 
69.532.000 74.399.000 81.839.000 86.749.000 88.484.000 APBD Bappelitbang 

Peningkatan kinerja (SAKIP) dan reformasi birokrasi. 726.284.000 777.124.000 854.837.000 906.127.000 924.249.000 APBD 
Sekretariat 

Daerah 

Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan. 275.610.000 294.902.000 324.393.000 343.856.000 350.733.000 APBD 
Sekretariat 

Daerah 

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan 

Desa. 
40.368.000 43.194.000 47.513.000 50.364.000 51.371.000 APBD 

Kecamatan 

Tapin Utara 

Kebijakan Publik Program pelayanan penanaman modal. 556.256.000 595.194.000 654.714.000 693.997.000 707.877.000 APBD DPMPTSP  

Program promosi penanaman modal. 66.221.000 70.856.000 77.942.000 82.618.000 84.271.000 APBD DPMPTSP  

Program peningkatan kepuasan terhadap pelayanan 

kepada pimpinan dan anggota DPRD. 
19.866.000 21.256.000 23.382.000 24.785.000 25.281.000 ABPD 

Sekretariat 

DPRD 

Program peningkatan terhadap aspirasi masyarakat 26.488.000 28.342.000 31.176.000 33.047.000 33.708.000 ABPD 
Sekretariat 

DPRD 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

yang dapat terakomodir. 

Program penyelarasan pokok pikiran DPRD dengan 

RPJMD Pemerintah Kabupaten. 
957.450.000 1.024.472.000 1.126.919.000 1.194.534.000 1.218.425.000 ABPD 

Sekretariat 

DPRD 

Program penelitian dan pengembangan.  508.577.000 544.178.000 598.595.000 634.511.000 647.201.000 APBD Bappelitbang 

Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

pembangunan Daerah. 
75.492.000 80.776.000 88.854.000 94.185.000 96.069.000 APBD Bappelitbang 

 

b. Smart Branding 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Pariwisata Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

rangka peningkatan kawasan wisata Daerah 
62.910.000 67.313.000 74.045.000 78.487.000 80.057.000 APBD 

Kecamatan 

Bakarangan 

Pembuatan media sosial. 13.244.000 14.171.000 15.588.000 16.523.000 16.854.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

Pembuatan aplikasi promosi pariwisata berbasis 

website. 
13.244.000 14.171.000 15.588.000 16.523.000 16.854.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Pariwisata 

Pembentukan tim kreatif promosi pariwisata. 165.552.000 177.141.000 194.855.000 206.546.000 210.677.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

Pembuatan konten video untuk disebarluaskan melalui 

media digital. 
66.221.000 70.856.000 77.942.000 82.618.000 84.271.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

Pembuatan konten gambar untuk disebarluaskan 

melalui media digital. 
132.442.000 141.713.000 155.884.000 165.237.000 168.542.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

Program updating website instansi dinas. 46.354.000 49.599.000 54.559.000 57.833.000 58.989.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

Pembuatan dokumen kajian ekonomi kreatif. 92.709.000 99.199.000 109.119.000 115.666.000 117.979.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

Pembuatan aplikasi pemesanan online Plaza Kuliner. 52.976.000 56.685.000 62.353.000 66.094.000 67.416.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Pembuatan aplikasi pemesanan tiket online untuk dtw 

unggulan, objek cagar budaya dan event 
52.976.000 56.685.000 62.353.000 66.094.000 67.416.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

Pendataan dan penyajian data objek pemajuan 

kebudayaan daerah. 
63.572.000 68.022.000 74.824.000 79.313.000 80.900.000 PAD 

Dinas 

Kebudayaan 

dan 

Pariwisata 

Kemudahan 

Pelaksanaan Bisnis 

Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat. 
18.541.000 19.839.000 21.823.000 23.133.000 23.595.000 APBD 

Kecamatan 

Bakarangan 

Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 
11.919.000 12.754.000 14.029.000 14.871.000 15.168.000 APBD 

Kecamatan 

Bakarangan 

Program kegiatan partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat di 

Kecamatan Bakarangan. 

14.568.000 15.588.000 17.147.000 18.176.000 18.539.000 APBD 

Kecamatan 

Tapin 

Tengah 

Pembinaan dan pendampingan IKM mebel ke Pulau 

Jawa. 
22.515.000 24.091.000 26.500.000 28.090.000 28.652.000 APBD 

Dinas 

Perindustrian 

Pembinaan dan pendampingan IKM produk anyaman 

ke Pulau Jawa. 
26.488.000 28.342.000 31.176.000 33.047.000 33.708.000 APBD 

Dinas 

Perindustrian 

Sewa hosting website Sipikat. 13.244.000 14.171.000 15.588.000 16.523.000 16.854.000 APBD 
Dinas 

Perindustrian 

Melakukan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi 

teknis dan manajemen industri. 
58.274.000 62.353.000 68.589.000 72.704.000 74.158.000 APBD 

Dinas 

Perindustrian 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku 

(kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi 

dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur 

yang memadai. 

39.070.000 41.805.000 45.985.000 48.745.000 49.719.000 APBD 
Dinas 

Perindustrian 

Kerjasama dengan unicorn besar dalam pemasaran 

hasil produk industri daerah. 
33.905.000 36.278.000 39.906.000 42.300.000 43.146.000 APBD 

Dinas 

Perindustrian 

Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga 

keuangan/Bank. 
20.528.000 21.965.000 24.162.000 25.611.000 26.124.000 APBD 

Dinas 

Perindustrian 

Melakukan studi kajian peluang investasi industri. 39.997.000 42.797.000 47.077.000 49.901.000 50.899.000 APBD 
Dinas 

Perindustrian 

Pembangunan dan pemasaran produk dan jasa industri 

kreatif daerah di bendungan tapin dan lokasi rest area. 
132.442.000 141.713.000 155.884.000 165.237.000 168.542.000 APBD 

Dinas 

Perindustrian 

Inventarisasi data IKM. 41.321.000 44.214.000 48.635.000 51.554.000 52.585.000 APBD 
Dinas 

Perindustrian 

Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur 

kawasan peruntukan industri. 
264.884.000 283.426.000 311.768.000 330.474.000 337.084.000 APBD 

Dinas 

Perindustrian 

Program penggunaan produk lokal. 33.110.000 35.428.000 38.971.000 41.309.000 42.135.000 APBD 
Dinas 

Perindustrian 

Pelatihan kemasan Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga (UP2K). 
43.043.000 46.056.000 50.662.000 53.702.000 54.776.000 APBD 

Dinas 

Perindustrian 

Wajah Kota 
Pembangunan jalan pedestrian untuk menunjang 

pariwisata Rantau Baru. 
6.622.105.000 7.085.653.000 7.794.218.000 8.261.871.000 8.427.108.000 APBD 

Dinas 

Penataan 

Umum dan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Penataan 

Ruang 

Pembangunan lintasan khusus jalur sepeda di wilayah 

Kota Rantau. 
6.622.105.000 7.085.653.000 7.794.218.000 8.261.871.000 8.427.108.000 APBD 

Dinas 

Penataan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Pembangunan bundaran Tugu Adipura. 2.648.842.000 2.834.261.000 3.117.687.000 3.304.748.000 3.370.843.000 APBD 

Dinas 

Penataan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Pembuatan aplikasi virtual tour. 264.884.000 283.426.000 311.768.000 330.474.000 337.084.000 APBD 

Dinas 

Penataan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Program ketersediaan sistem informasi ruang publik. 476.791.000 510.167.000 561.183.000 594.854.000 606.751.000 APBD 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum & 

Penataan 

Ruang 

Program pembuatan alat informasi suhu dan kualitas 

udara di ruang publik. 
662.210.000 708.565.000 779.421.000 826.187.000 842.710.000 APBD 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum & 

Penataan 

Ruang 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Program pembuatan aplikasi Tour Guide lokasi 

pemancingan berbasis gis. 
357.593.000 382.625.000 420.887.000 446.141.000 455.063.000 APBD 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum & 

Penataan 

Ruang 

Program pengembangan Area Traffic Control System 

(ATCS) 
1.324.421.000 1.417.130.000 1.558.843.000 1.652.374.000 1.685.421.000 APBD 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum & 

Penataan 

Ruang 

Program penghijauan kota. 145.686.000 155.884.000 171.472.000 181.761.000 185.396.000 APBD 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum & 

Penataan 

Ruang 

Program landmark khas Tapin. 264.884.000 283.426.000 311.768.000 330.474.000 337.084.000 APBD 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum & 

Penataan 

Ruang 
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c. Smart Economy 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Industri Berdaya 

Saing 

 

 

Program peningkatan produksi dan produk olahan 

Cabai Hiyung. 
59.598.000 63.770.000 70.147.000 74.356.000 75.843.000 PAD 

Dinas 

Perikanan 

Pengelolaan pembudidayaan ikan. 662.210.000 708.565.000 779.421.000 826.187.000 842.710.000 PAD 
Dinas 

Perikanan 

Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri 

pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah. 
66.221.000 70.856.000 77.942.000 82.618.000 84.271.000 PAD 

Dinas 

Perikanan 

Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah. 
132.442.000 141.713.000 155.884.000 165.237.000 168.542.000 PAD 

Dinas 

Perikanan 

Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, 

danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang 

dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah. 

264.884.000 283.426.000 311.768.000 330.474.000 337.084.000 APBD 
Dinas 

Pertanian 

Program penyediaan dan pengembangan sarana 

pertanian. 
264.884.000 283.426.000 311.768.000 330.474.000 337.084.000 

PT. Bastari 

Maju 

Tapin 

(Perseroda) 

Sekretariat 

Daerah 

Pengembangan layanan air minum secara digital. 42.381.000 45.348.000 49.882.000 52.875.000 53.933.000 APBD 
Sekretariat 

Daerah 

Program penunjang kegiatan fasilitasi kunjungan 

tamu. 
26.170.000 28.002.000 30.802.000 32.650.000 33.303.000 APBD 

Kecamatan 

Lokpaikat 

Menambah unit Bumdes setiap Desa dan UMKM 

lainnya. 
20.660.000 22.107.000 24.317.000 25.777.000 26.292.000 APBD 

Kecamatan 

Candi Laras 

Selatan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Kesejahteraan 

Masyarakat 
 

 

Penanganan kerawanan pangan kewenangan 

Kabupaten/Kota. 
28.475.000 30.468.000 33.515.000 35.526.000 36.236.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan 

Kecamatan. 
70.989.000 75.958.000 83.554.000 88.567.000 90.338.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan 

Kabupaten/Kota. 
1.330.227.000 1.423.343.000 1.565.677.000 1.659.618.000 1.692.810.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan 

lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah 

Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan 

harga pangan. 

35.627.000 38.120.000 41.933.000 44.449.000 45.338.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung 

kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

2.648.842.000 2.834.261.000 3.117.687.000 3.304.748.000 3.370.843.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan 

keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah 

Kabupaten Tapin. 

274.631.000 293.856.000 323.241.000 342.636.000 349.489.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal. 349.647.000 374.122.000 411.534.000 436.226.000 444.951.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung 

kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

114.429.000 122.440.000 134.684.000 142.765.000 145.620.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan 

keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah 

Kabupaten Tapin. 

317.861.000 340.111.000 374.122.000 396.569.000 404.501.000 APBD 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal. 264.884.000 283.426.000 311.768.000 330.474.000 337.084.000 APBD 
Dinas 

Pertanian 

Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan 

per kapita per tahun. 
182.084.000 194.830.000 214.313.000 227.172.000 231.715.000 APBD 

Dinas 

Tenaga Kerja 

Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman 

konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. 
120.588.000 129.029.000 141.932.000 150.448.000 153.457.000 APBD 

Dinas 

Tenaga Kerja 

Program penyuluhan pertanian. 30.461.000 32.594.000 35.853.000 38.004.000 38.764.000 APBD 
Dinas 

Pertanian 

Program pengembangan dan perluasan kesempatan 

kerja. 
26.488.000 28.342.000 31.176.000 33.047.000 33.708.000 APBD 

Dinas 

Tenaga Kerja 

Bursa kerja online. 23.078.000 24.693.000 27.162.000 28.792.000 29.368.000 APBD 
Dinas 

Tenaga Kerja 

Pelatihan teknologi tepat guna. 662.210.000 708.565.000 779.421.000 826.187.000 842.710.000 APBD 
Sekretariat 

Daerah 

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari 

kerja LLK tapin. 
34.170.000 36.561.000 40.218.000 42.631.000 43.483.000 APBD 

Dinas 

Tenaga Kerja 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tenaga 

kerja. 
62.247.000 66.605.000 73.265.000 77.661.000 79.214.000 APBD 

Dinas 

Tenaga Kerja 

Program grebek pasar.  19.866.000 21.256.000 23.382.000 24.785.000 25.281.000 APBD Kecamatan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Candi Laras 

Selatan 

Program pelatihan untuk masyarakat dalam 

meningkatkan skill/keterampilan. 
38.937.000 41.663.000 45.830.000 48.579.000 49.551.000 APBD 

Dinas 

Tenaga Kerja 

Transaksi Keuangan 

 

Pelayanan pemberian rekomendasi perizinan secara 

elektronik. 
26.488.000 28.342.000 31.176.000 33.047.000 33.708.000 APBD 

Dinas 

Perdagangan 

Pemenuhan ekonomi digital dengan mendorong 

industri e-commerce dan marketplace. 
92.709.000 99.199.000 109.119.000 115.666.000 117.979.000 APBD 

Dinas 

Perdagangan 

Pembuatan aplikasi database pasar. 158.930.000 170.055.000 187.061.000 198.284.000 202.250.000 APBD 
Dinas 

Perdagangan 

Pengembangan pembayaran retribusi secara 

elektronik. 
39.732.000 42.513.000 46.765.000 49.571.000 50.562.000 APBD 

Dinas 

Perdagangan 

Penyediaan sarana distribusi perdagangan yang 

modern. 
264.884.000 283.426.000 311.768.000 330.474.000 337.084.000 APBD 

Dinas 

Perdagangan 

Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok 

dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota. 
22.515.000 24.091.000 26.500.000 28.090.000 28.652.000 APBD 

Dinas 

Perdagangan 

Pembuatan aplikasi informasi harga barang pokok dan 

penting. 
66.221.000 70.856.000 77.942.000 82.618.000 84.271.000 APBD 

Dinas 

Perdagangan 

Pembuatan Sistem Informasi manajemen pelaporan 

tera dan tera ulang serta pengawasan metrologi legal. 
280.343.000 299.967.000 329.964.000 349.761.000 356.757.000 APBD 

Dinas 

Perdagangan 

Program pengelolaan keuangan Daerah. 33.110.000 35.428.000 38.971.000 41.309.000 42.135.000 APBD 
Badan 

Keuangan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

dan Aset 

Daerah 

Program pengelolaan barang milik Daerah. 30.461.000 32.594.000 35.853.000 38.004.000 38.764.000 APBD 

Badan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah 

Pengembangan aplikasi pendapatan Daerah. 264.884.000 283.426.000 311.768.000 330.474.000 337.084.000 APBD 

Badan 

Pendapatan 

Daerah 

Program pelayanan pajak dan retribusi daerah. 295.345.000 316.020.000 347.622.000 368.479.000 375.849.000 APBD 

Badan 

Pendapatan 

Daerah 

Pengembangan Digital Banking BPR. 331.105.000 354.282.000 389.710.000 413.093.000 421.355.000 APBD 
Sekretariat 

Daerah 

Program pengembangan marketplace. 15.893.000 17.005.000 18.706.000 19.828.000 20.225.000 APBD 
Kecamatan 

Lokpaikat 
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d. Smart Living 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Normalisasi Tata 

Ruang 
Program peningkatan kualitas pelayanan publik 

dengan dukungan media sosial. 
237.314.000 253.926.000 279.319.000 296.078.000 302.000.000 APBD 

Kecamatan 

Salam 

Babaris 

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan keagamaan dan pelaku usaha di 

Kecamatan. 

17.344.000 18.558.000 20.414.000 21.639.000 22.071.000 APBD 

Kecamatan 

Salam 

Babaris 

Program fasilitasi dan stimulasi terhadap 

masyarakat miskin dan lingkungan kumuh dalam 

penciptaan rumah layak huni. 

624.464.000 668.177.000 734.994.000 779.094.000 794.676.000 APBD 

Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman 

dan 

Pertanahan  

Penyederhanaan perizinan dalam pembangunan 

perumahan. 
79.465.000 85.027.000 93.530.000 99.142.000 101.125.000 APBD 

Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman 

dan 

Pertanahan  

Pengembangan pembangunan perumahan yang 

bertumpu pada keswadayaan masyarakat berupa 

bantuan stimulan rumah tidak layak huni. 

165.552.000 177.141.000 194.855.000 206.546.000 210.677.000 APBD 

Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman 

dan 

Pertanahan  

Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan 104.629.000 111.953.000 123.148.000 130.537.000 133.148.000 APBD Dinas 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

prasarana perumahan dan permukiman. Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman 

dan 

Pertanahan  

Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum di 

lingkungan perumahan dan permukiman. 
258.659.000 276.765.000 304.442.000 322.708.000 329.162.000 APBD 

Dinas 

Perumahan, 

Kawasan 

Permukiman 

dan 

Pertanahan  

Sarana Prasarana 

Kesehatan 
Program pengembangan kapasitas daya saing 

keolahragaan 
1.759.546.000 1.882.714.000 2.070.986.000 2.195.245.000 2.239.150.000 APBD 

Dinas 

Pemuda dan 

Olahraga 

Public Safety Center (PSC) 119. 331.105.000 354.282.000 389.710.000 413.093.000 421.355.000 
APBD, 

DAK 

Dinas 

Kesehatan 

Digitalisasi pelayanan. 463.547.000 495.995.000 545.595.000 578.330.000 589.897.000 BLUD 
RSUD Datu 

Sanggul 

Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas 

layanan pengadaan barang/jasa. 
66.221.000 70.856.000 77.942.000 82.618.000 84.271.000 APBD 

Sekretariat 

Daerah 

Mengadakan vaksinasi massal di setiap Desa 12.582.000 13.462.000 14.809.000 15.697.000 16.011.000 APBD 

Kecamatan 

Candi Laras 

Utara 

Sarana Prasarana 

Transportasi 

Program penataan ruang parkir umum yang 

dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik, 
1.324.421.000 1.417.130.000 1.558.843.000 1.652.374.000 1.685.421.000 APBD 

Dinas 

Perhubungan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

pembangunan/pengadaan fasilitas penunjang 

pelabuhan dan dermaga, serta pengadaan angkutan 

khusus untuk pelajar/siswa. 

Program pembangunan/pengadaan fasilitas Area 

Traffic Control System (ATCS) atau yang lebih 

dikenal dengan istilah atcs adalah suatu sistem 

pengendalian lalu lintas berbasis teknologi 

informasi pada suatu kawasan yang bertujuan 

untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan 

melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu 

lalu lintas di setiap persimpangan. 

1.324.421.000 1.417.130.000 1.558.843.000 1.652.374.000 1.685.421.000 APBD 
Dinas 

Perhubungan 

Program pembangunan/pengadaan fasilitas lampu 

lalu lintas cerdas (pembangunan/pengadaan 

fasilitas rambu-rambu, traffic/warning light zoss 

dan marka jalan dengan teknologi terbaru). 

264.884.000 283.426.000 311.768.000 330.474.000 337.084.000 APBD 
Dinas 

Perhubungan 

Program pembangunan/pengadaan untuk gedung 

pengujian kendaraan bermotor dengan fasilitas 

smartcard atau bukti lulus uji elektronik (blue). 

2.648.842.000 2.834.261.000 3.117.687.000 3.304.748.000 3.370.843.000 APBD 
Dinas 

Perhubungan 

 

e. Smart Society 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Interaksi Masyarakat Program perlindungan dan jaminan sosial. 8.336.199.000 8.919.733.000 9.811.706.000 10.400.408.000 10.608.417.00 APBD Dinas Sosial 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

yang Efisien Program rehabilitasi sosial. 0 APBD Dinsos 

Program pemberdayaan sosial. 1.727.237.000 1.848.143.000 2.032.958.000 2.154.935.000 2.198.034.000 APBD Dinsos 

Program peningkatan persentase PKK aktif. 

1.663.472.000 1.779.916.000 1.957.907.000 2.075.382.000 2.116.889.000 

APBD DPMD 

Program peningkatan persentase Posyandu 

aktif. 
APBD DPMD 

Program peningkatan kapasitas Pemerintahan 

Desa. 
1.693.934.000 1.812.510.000 1.993.761.000 2.113.386.000 2.155.654.000 APBD 

DPMD 

Program pembangunan dan pengembangan 

ekonomi pedesaan. 
328.456.000 351.448.000 386.593.000 409.788.000 417.984.000 APBD 

DPMD 

Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui 

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga. 

1.855.513.000 1.985.399.000 2.183.939.000 2.314.976.000 2.361.275.000 APBD DPPKB 

Pelaksanaan dan peningkatan peran serta 

organisasi kemasyarakatan tingkat daerah. 
64.896.000 69.439.000 76.383.000 80.966.000 82.585.000 APBD 

DPPKB 

Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk 

dan KB sesuai kearifan budaya lokal. 

2.137.615. 2.287.248.000 2.515.973.000 2.666.932.000 2.720.270.000 APBD 

DPPKB 

Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan 

alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan 

pelayanan KB di Daerah. 

1.282.039.000 1.371.782.000 1.508.960.000 1.599.498.000 1.631.488.000 APBD 

DPPKB 

Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan 

pemerintah Daerah Provinsi dengan 
488.711.000 522.921.000 575.213.000 609.726.000 621.920.000 APBD DPPKB 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Pemerintah Daerah. 

Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk 

cakupan Daerah. 
307.265.700 328.774.000 361.651.000 383.350.000 391.017.000 APBD DPPKB 

Penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan pemberdayaan perempuan 

kewenangan Daerah. 

46.319.000 49.561.000 54.517.000 57.788.000 58.944.000 APBD DP3A 

Pemberdayaan perempuan bidang politik, 

hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi 

kemasyarakatan kewenangan daerah. 

81.753.000 87.476.000 96.223.000 101.997.000 104.037.000 APBD DP3A 

Peningkatan kualitas keluarga dalam 

mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan 

hak anak tingkat Daerah. 

73.462.000 78.604.000 86.464.000 91.652.000 93.485.000 APBD DP3A 

Kegiatan kerjasama dengan Kementerian 

Agama, Pengadilan Agama dan Dinas 

Pendidikan. 

32.236.000 34.492.000 37.942.000 40.218.000 41.023.000 APBD Disdik 

Penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan peningkatan kualitas 

keluarga dalam mewujudkan kesetaraan 

gender dan hak anak yang wilayah kerjanya 

dalam Daerah Kabupaten/Kota. 

162.973.000 174.382.000 191.820.000 203.329.000 207.396.000 APBD DP3A 

Peningkatan pelayanan dan informasi 

(otomasi perpustakaan, perpustakaan digital, 

layanan ekstensi, pelatihan ke masyarakat 

untuk inklusi sosial). 

331.105.000 354.282.000 389.710.000 413.093.000 421.355.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Pameran dan promosi (pameran, website). 198.663.000 212.569.000 233.826.000 247.856.000 252.813.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Gerakan minat dan budaya baca (aneka 

lomba, sosialisasi perpustakaan). 
66.221.000 70.856.000 77.942.000 82.618.000 84.271.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Rencana pembuatan aplikasi web kesbangpol. 13.244.000 14.171.000 15.588.000 16.523.000 16.854.000 APBD 

Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

Program tata kelola pemerintahan yang baik 

dan bersih serta mampu menciptakan iklim 

pelayanan publik yang maksimal (Good and 

Clean Government). 

26.488.000 28.342.000 31.176.000 33.047.000 33.708.000 APBD 

Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

Program penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik wilayah kecamatan. 
39.732.000 42.513.000 46.765.000 49.571.000 50.562.000 APBD 

Kecamatan 

Binuang 

Ekosistem Belajar Melaksanakan rapat gugus tugas KLA. 31.107.000 33.285.000 36.613.000 38.810.000 39.587.000 APBD DP3A 

Program pemenuhan hak anak. 8.947.000 9.573.000 10.530.000 11.162.000 11.385.000 APBD DP3A 

Penyediaan bahan Perpustakaan (Tersedianya 

database bahan Perpustakaan). 
44.142.000 47.232.000 51.956.000 55.073.000 56.175.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Pembinaan dan pengembangan Pustakawan 

dan Perpustakaan (Pendataan Perpustakaan 

dan Pustakawan). 

56.950.000 60.936.000 67.030.000 71.052.000 72.473.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Program pemberdayaan masyarakat Desa dan 

Kelurahan. 
59.598.000 63.770.000 70.147.000 74.356.000 75.843.000 APBD 

Kecamatan 

Hatungan 

Program pembinaan dan pengawasan 

Pemerintahan Desa. 
31.786.000 34.011.000 37.412.000 39.656.00 40.450.000 APBD 

Kecamatan 

Hatungan 

Sistem Keamanan 

dan Keselamatan 

Masyarakat 

Koordinasi kampung siaga bencana. 22.126.000 23.675.000 26.042.000 27.605.000 28.157.000 APBD Dinas Sosial 

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan 

lingkup daerah Kabupaten/Kota. 
482.992.000 516.802.000 568.482.000 602.591.000 614.643.000 

APBD DP3A 

Program perlindungan hak perempuan. APBD DP3A 

Asistensi pendampingan dan advokasi 

tindakan hukum terhadap perempuan korban 

kekerasan. 

193.365.000 206.901.000 227.591.000 241.246.000 246.071.000 APBD DP3A 

Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip 

daerah. 
5.297.000 5.668.000 6.235.000 6.609.000 6.741.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Bimbingan teknis kearsipan. 33.110.000 35.428.000 38.971.000 41.309.000 42.135.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Pendataan dan penataan dokumen arsip 

Daerah. 
19.866.000 21.256.000 23.382.000 24.785.000 25.281.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Sosialisasi kearsipan. 27.812.000 29.759.000 32.735.000 34.699.000 35.393.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 
Leading Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Pemeliharaan rutin arsip Daerah. 26.488.000 28.342.000 31.176.000 33.047.000 33.708.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Pengawasan arsip. 9.933.000 10.628.000 11.691.000 12.392.000 12.640.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Penyusunan Perbup kearsipan. 39.732.000 42.513.000 46.765.000 49.571.000 50.562.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Penyusun Perda kearsipan. 34.434.000 36.845.000 40.529.000 42.961.000 43.820.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Penyusunan jadwal retensi arsip. 19.866.000 21.256.000 23.382.000 24.785.000 25.281.000 APBD 

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

Program koordinasi ketentraman dan 

ketertiban umum. 
3.311.000 3.542.000 3.897.000 4.130.000 4.213.000 APBD 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan Kebakaran 
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f. Smart Environment 

Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Proteksi Lingkungan Program sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, 

evaluasi dan kesiapsiagaan serta tanggap terhadap bencana. 
207.804.000 222.350.000 244.585.000 259.260.000 264.446.000 APBD BPBD 

Program sistem layanan dan Karhutla. 311.238.000 333.025.000 366.328.000 388.307.000 396.074.000 APBD BPBD 

Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan melalui kajian dan penataan lingkungan yang 

baik. 

158.930.000 170.055.000 187.061.000 198.284.000 202.250.000 APBD BPBD 

Program Desa tangguh bencana. 132.442.000 141.713.000 155.884.000 165.237.000 168.542.000 APBD DLH 

Program Posko dan relawan sosial. 7.096.416.000 7.593.165.000 8.352.482.000 8.853.631.000 9.030.703.000 APBD DLH 

Program pengembangan lingkungan berbasis internet. 45.030.000 48.182.000 53.000.000 56.180.000 57.304.000 APBD DLH 

Program penertiban laporan dokumen lingkungan. 18.541.000 19.839.000 21.823.000 23.133.000 23.595.000 APBD DLH 

Program pengembangan RTH. 425.139.000 454.898.000 500.388.000 530.412.000 541.020.000 APBD DLH 

Program pengembangan keanekaragaman hayati. 132.442.000 141.713.000 155.884.000 165.237.000 168.542.000 APBD DLH 

Program pemanfaatan limbah rumah tangga dan limbah 

organik. 
45.030.000 48.182.000 53.000.000 56.180.000 57.304.000 APBD DLH 

Program peningkatan layanan laboratorium lingkungan. 132.442.000 141.713.000 155.884.000 165.237.000 168.542.000 APBD DLH 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Program peningkatan peran sekolah dalam lingkungan 

hidup 
33.110.000 35.428.000 38.971.000 41.309.000 42.135.000 APBD DLH 

Program pengendalian pengelolaan lingkungan melalui Pos 

pengaduan masyarakat. 
59.598.000 63.770.000 70.147.000 74.356.000 75.843.000 APBD DLH 

Program peningkatan infrastruktur dan sarana 

penanggulangan bencana. 
264.884.000 283.426.000 311.768.000 330.474.000 337.084.000 APBD BPBD 

Program peningkatan pengetahuan masyarakat dalam 

menghadapi bencana. 
56.950.000 60.936.000 67.030.000 71.052.000 72.473.000 APBD BPBD 

Program penanganan sampah dengan metode 3R (Reduce, 

Reuse dan Recycle). 
132.442.000 141.713.000 155.884.000 165.237.000 168.542.000 APBD DLH 

Pengelolaan Sampah 

dan Limbah 
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 27.812.000 29.759.000 32.735.000 34.699.000 35.393.000 APBD DLH 

Program pengelolaan sampah berkelanjutan. 13.244.000 14.171.000 15.588.000 16.523.000 16.854.000 APBD DLH 

Program pemilahan sampah rumah tangga. 27.812.000 29.759.000 32.735.000 34.699.000 35.393.000 APBD DLH 

Program peningkatan capaian pengurangan sampah. 41.057.000 43.931.000 48.324.000 51.223.000 52.248.000 APBD DLH 

Program peningkatan cakupan pelayanan sampah. 14.568.000 15.588.000 17.147.000 18.176.000 18.539.000 APBD DLH 

Program pengelolaan sampah rumah tangga, industri dan 

publik berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat. 
66.221.000 70.856.000 77.942.000 82.618.000 84.271.000 APBD DLH 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Program peningkatan dan pengembangan sistem informasi 

bank sampah. 
177.472.000 189.895.000 208.885.000 221.418.000 225.846.000 APBD DLH 

Program pemanfaatan gas metan di TPA. 132.442.000 141.713.000 155.884.000 165.237.000 168.542.000 APBD DLH 

Program monitoring mobilisasi pengangkutan sampah 

berbasis GPS. 
145.686.000 155.884.000 171.472.000 181.761.000 185.396.000 APBD DLH 

Program peningkatan Layanan Lumpur Tinja Tidak 

Terjadwal (LLT3). 
129.793.000 138.878.000 152.766.000 161.932.000 165.171.000 APBD DLH 

Tata Kelola Energi Program pembinaan pada masyarakat untuk pemanfaatan 

limbah kotoran hewan menjadi biogas di Desa Sungai 

Bahalang. 

46.354.000 49.599.000 54.559.000 57.833.000 58.989.000 APBD DLH 

Program peningkatan teknologi pengolahan sampah plastik. 132.442.000 141.713.000 155.884.000 165.237.000 168.542.000 APBD DLH 

Program penelitian dan pengembangan energi terbarukan. 56.950.000 60.936.000 67.030.000 71.052.000 72.473.000 APBD DLH 

Pengembangan infrastruktur energi alternatif ramah 

lingkungan. 
160.254.000 171.472.000 188.620.000 199.937.000 203.936.000 APBD DLH 

Program pemenuhan energi listrik bagi masyarakat. 15.893.000 17.005.000 18.706.000 19.828.000 20.225.000 APBD Kec. Piani 

Program pendataan konsumsi listrik per kapita. 23.839.000 25.508.000 28.059.000 29.742.000 30.337.000 APBD 
Kec.  

Bungur 

Program peningkatan capaian rasio ketersediaan listrik. 21.985.000 23.524.000 25.876.000 27.429.000 27.978.000 APBD 
Kec.  

Bungur 
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Sub Dimensi Program (Kegiatan) 

Jangka Panjang 
Sumber 

Dana 

Leading 

Sector 

2028 2029 2030 2031 2032 

Program pengawasan dan pengendalian energi, geologi, air 

tanah dan pertambangan. 
162.903.000 174.307.000 191.737.000 203.242.000 207.306.000 APBD DLH 

Program penyelenggaraan energi dan ketenagalistrikan. 25.164.000 26.925.000 29.618.000 31.395.000 32.023.000 APBD Kec. Piani 

Program peningkatan rumah tangga berakses listrik. 21.190.000 22.674.000 24.941.000 26.437.000 26.966.000 APBD Kec. Piani 
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5. Penutup  

Executive Summary Masterplan Smart City Kabupaten Tapin Tahun 2022-2032 ini 

merupakan ringkasan dokumen yang menjabarkan kondisi, visi, Stategi dan peta jalan rencana 

program prioritas yang akan dicapai dalam rangka pengembangan Smart City yang akan 

dijalankan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2018-2023. 

Untuk menjaga kesinambungan pengembangan Smart City, maka dokumen ini akan 

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kinerja (program 

dan kegiatan) secara bertahap dengan jangka waktu 5 tahun dan 10 tahun sesuai kebutuhan dan 

prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Tapin. Implementasi gagasan kota cerdas akan 

dilakukan monitoring dan evaluasi berkala agar lebih terarah dan berkelanjutan. 
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